BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian

1. Nagari Kapa kabupaten Pasaman Barat

Nagari Kapa adalah sebuah nagari yang terdapat di Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Tentang asal muasal Nagari Kapa, banyak cerita yang mengabarkan tentang sejarah dari nagari ini. Salah satunya dari silsilah nama Nagari Kapa diambil dari nama sebuah kapa (kapal) milik dari Puti Bngo Satangkai, yang menambatkan kapalnya di Kampung Koto di dekat sebuah tanaman “pudiang”. Makanya kemudian lokasi penambatan kapal Puti Bngo Satangkai itu diberi nama Lubuak Pudiang Kapa. 

Di Kanagrian Kapa terdapat beberapa jenis suku diantaranya adalah melayu, jambak, koto, tanjuang, sikumbang dan chaniago. Namun dari beberapa suku tersebut yang memiliki struktur kepemimpinan di lembaga adat hanyalah empat suku besar (melayu, jambak, koto dan tanjuang). Struktur pemangku adat di nagari dikenal dengan dua kelompok yaitu “induak nan barampek di lua, dan induak nan barampek di dalam”. Induak nan barampek di dalam antara lain Rajo Mamuik (Jambak) yang bermukim Lubuak Batang, Jando Lela (Melayu) bermukim di Kampuang Lubuak Sianok, Rangkato Mudo (Tanjuang) bermukim di Kampuang Alang dan Sutan Ameh (Koto) bermukim di Kapa Sarok. Sedangkan ampek yang di lua antara lain Datuak Tan Kabasaran (Tanjuang) bermukim di Pigubua Mudiak, Datuak Madjo Baso (Koto) bermukin di Kampuang Durian Tuga, Datuak Djalelo (melayu) bermukim di Kampuang Malasiro, dan datuak Madjo Bungsu (Tanjuang) bermukim di kampuang Pigubua Hilie. Pucuk pimpinan adat dari delapan panghulu itu bernama Gampo Alam.

Selain dari struktur utama pemangku adat di atas, di Nagari Kapa terdapat pula penghulu langgam dan panghulu andiko. Panghulu langgam terdiri dari Datuak Sampono (Tanjuang) yang berkampung di Pasa Paneh, Datuak Sutan Madjo Lelo (sikumbang) yang bakampuang di Kampuang Baru, Dtuak Rangkayo Basa (Tanjuang) bakampiaung di Aua Batu, Datuak Rangkayo Mulie (Tanjuang) lubuak Sariak, sedangkan panghulu andiko antara lain; Panghulu Mudo, Datuak Mudo, Maindo Sutan, Madjo Lelo, Sutan Burahim. 

Dari aspek geografis, Nagari Kapa adalah nagari yang memiliki jenis tanah yang cocok untuk tananam kelapa sawit. Selain jenis tanah, nagari memiliki tanah ulayat nagari dan kaum yang potensial untuk perkebunan. Namun di sisi lain, asset nagari yang baik itu, kemudian juga menjadi sumber dan akar konflik yang potensial ketika diserahkan sebagai lahan perkebunan-perkebunan besar yang pada umumnya dikuasai oleh pemilik podal (investor) melalui pemerintah daerah. (Wawancara : Gampo Alam, 21 Agustus 2010)

Para investor pada umumnya berasal dari luar dan dalam negeri. Jenis usaha perkebunan yang berkembang di daerah ini adalah kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit ini terjadi pada masa Orde Baru. Para pengusaha nasional berebut menguasai tanah di daerah ini, karena ketersedian tanah yang memadai, disamping kecocokan suhu dan geografis untuk kelapa sawit. Salah satu dari sekian banyak pemilik modal itu adalah Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Pada masa ini pengusaan lahan masyarakat, termasuk tanah ulayat terjadi secara besar besar-besaran.

Penguasaan tanah milik masayarakat, kaum dan nagari secara tidak terbatas itu, menjadi titik balik yang menyedihkan, seiring dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang otoriter dan sentralistik, dan digantikan dengan sebuah era kebebasan dan kemerdekaan sipil yang kemudian dikenal dengan era reformasi tahun 1998. Munculnya reformasi sebagai sebuah semangat dan gerakan perlawanan terhadap Orde Baru, menjadi momen yang amat berharga bagi masyarakat di daerah pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Masyarakat yang sebelumnya memilih jalan diam karena takut atau diam karena jengkel, mendadak menjadi berani. Mendadak mereka menjadi buas dan tidak mengenal rasa takut. Berbagai aksi dan perlawanan dilakukan untuk menuntut hak-hak mereka yang selama ini telah dirampas oleh pemilik modal. Bahkan mereka juga berani mengambil alih lahan-lahan perkebunan itu secara sepihak, yang akhirnya menimbulkan korban kedua belah pihak. Namun yang jelas semua itu mereka lakukan untuk menuntut hak-hak mereka yang selama ini telah dikebiri oleh penguasa dan penguasa. Dari sejak tahun 1998 hingga sekarang, masalah perkebunan menjadi masalah yang serius di Nagari Kapa khususnya, dan Pasaman Barat pada umumnya. Menjadikan Pasaman Barat sebagai salah satu sentra perkebuanan kelapa sawit di Sumatera telah menyisakan banyak persoalan bagi masyarakat, mulai dari masalah sosial hingga persoalan adat. (Wawancara : Bujang Gunar, 21 Agustus 2010)

Semua persoalan itu ujung-ujungnya adalah terjadinya keresahan sosial dalam masyarakat. Keresahan yang dipicu oleh konflik yang terjadi antar warga, antar warga dengan elite nagari, warga dengan perusahaan perkebunan, dan atau antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah. Namun dari sekian banyak konflik itu, yang menarik adalah konflik yang terjadi antar masyarakat, utamanya yang terjadi di tubuh kelompok pemangku adat (ninik mamak/panghulu). Bentuk konflik ini dapat berbentuk munculnya protes di kalangan anggata kaum terhadap ninik mamak yang mengepalai kaum tersebut. Konflik semacam ini mempengaruhi terbentuknya ninik-mamak “tandingan”. Artinya mereka tidak lagi mengakui mamak yang secara syah di akui oleh lembaga adat (KAN). Hal semacam ini sering muncul di tengah masyarakat, terutama setelah reformasi. (Wawancara : Bujang Gunar, 21 Agustus 2010).

Di Nagari Kapa, konflik yang paling dominan muncul adalah konflik antar masyarakat, sebagai dampak langsung dari perkembangan perkebunan besar di daerah ini. Perkembangan perkebunan besar membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah ini, terutama di bidang ekonomi. Di sektor ekonomi, kehidupan para ninik mamak menjadi lebih baik. Mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak perusahaan setiap bulan. 

Keuntungan itu berasal dari perjanjian yang disepakati antara perusahaan dengan pemilik tanah. Sederhananya perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa pihak perusahaan bersedia melakukan investasi perkebunan, jika masyarakat bersedia pula menyediakan kebutuhan lahan. Bagi anggota masyarakat yang menyediakan lahannya biasanya memperoleh “lambang tanah” dari perusahaan, yang kemudian disebut dengan sistem “plasma”. Setiap bulannya anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok plasma mendapat uang tersebut, yang disalurkan melalui koperasi yang dibentuk oleh anggota plasma. Uang ini bisanya diberikan kepada ninik mamak di masing-masing anggota kelompok plasma. Dengan demikian kalangan ninik mamak adalah pihak yang merasakan langsung keuntungan dari perkebunan ini. Dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit telah mengubah posisi dan kehidupan ninik mamak. Perkebunan menempatkan posisi ninik mamak menjadi semakin penting dan berharga, terutama dalam aspek ekonomi. Akibatnya posisi ninik mamak menjadi rebutan dan memicu konflik.  Konflik itu dapat berupa protes di kalangan anggota kaum yang bermuara pada pembentukan ninik mamak “tandingan”. Munculnya ninik mamak tandingan itu akibat dari mengalirnya uang dari pihak perusahaan besar, seperti yang terungkap dari pernyataan Wali Bahar : 
“,,,, konflik antar ninik mamak, atau ninik mamak dengan kaumnya terjadi seiring dengan adanya sistem plasma. Plasma dianggap oleh orang, ninik mamak sudah punya gaji. Akibatnya banyak yang ingin menjadi ninik mamak di kaumnya. Pihak yang satu ingin menjatuhkan pucuk kaumnya. Sehingga di satu kaum itu ada yang dua ninik mamaknya.(Wawancara; Wali Bahar, 21 Agustus 2010)

Munculnya ninik mamak tandingan itu lebih lanjut menurut Wali Bahar terjadi karena hilangnya marwah ninik mamak di kalangan kaumnya. Rendahnya penghargaan dan pengaruh ninik mamak itu merupakan akibat dari kegagalan para pemangku adat akan peran dan fungsinya terhadap kaum dan masyarakatnya. Secara faktual ditemukan bahwa dewasa ini di banyak kasus yang menunjukkan pemangku adat yang “asal-asalan”, yaitu para penghulu yang diangkat bukan karena kedalaman ilmunya dan pemahamannnya terhadap nilai-nilai adat Miangkabau, melainkan karena jabatan dan uangnya. Akibat dari semua itu adalah gagalnya para elite ini dalam mengarahkan kaum dan masyarakatnya. (Wawancara; Wali Bahar, 21 Agustus 2010).
2. Model Penyelesaian Konflik Berbasiskan Kearifan Nagari Kapa


Ndak kusuik nan indak salasai merupakan ungkapan merupakan cerminan dari budaya masyarakat Minangkabau dalam mengelola konflik.Ungkapan di atas secara umum menggambarkan bahwa orang Minangkabau sudah terbiasa dengan konflik dan yakin bahwa konflik itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Dari pernyataan tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa orang Minangkabau memaknai konflik, tidak dalam artian yang negatif atau menghancurkan (destruktif), akan tetapi sebaliknya bersifat membangun (konstruktif). Konflik sebagai bagian dari nadi masyarakat Minangkabau secara eksplisit juga terlihat dari pernyataan “basilang kayu di tungku, di sinan api mangko kanyalo”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik bukan sesuatu yang harus diberangus, akan tetapi proses sosial yang harus dilembagakan secara baik. 


Tingginya potensi konflik yang diakibatkan oleh peluang ekonomi sebagai akibat berkembangnya sistem perkebunan besar di Nagari Kapa, sesungguhnya dapat diselesaikan dengan pendekatan instrumen budaya lokal di  nagari ini. Jika dilihat dari aspek budaya, nagari ini telah memiliki struktur kepemimpinan elite yang sudah mapan dan tertata sedemikian rupa. Salah satu kasus misalnya aksi massa yang menuntut haknya ke PT PAP tahun 2005. Aksi massa itu dipicu oleh sikap perusahaan tidak membagi hasil kepada masyarakat yang lahannya terpakai. Konflik antara perusahaan dan masyarakat ini akhirnya dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur perdamain adat. Perdamaian antara kedua belah pihak dimulai dengan menggunakan konsep “kandunyo nan badanting-dantiang, tagangnyo nan bajelo-jelo”. Di tingkat masyarakat berkumpullah para pimpinan ninik mamak untuk membahas persoalan ini. Para ninik mamak mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan. Usaha negosiasi yang dilakukan oleh pimpinan adat akhirnya berhasil melakukan negosiasi, dimana pihak PT PAP bersedia memberi keuntungan hasil perkebunan sebanyak 25 % ke pihak masyarakat, yang sampai sekarang  telah dinikmati oleh masyarakat. (Wawancara: Gampo Alam, 21 Agustus 2010). 


Pada awalnya memang tidak terlihat jalan tengah yang akan diambil antara perusahaann dengan masyarakat. Disini massa yang menuntut tetap bersikukuh untuk mendapatkan hasil pembagian secara keseluruhan, karena pihak perusahaan selama ini telah menikmati hasil perekebunan secara sepihak. Namun usaha yang dilakukan oleh pimpinan adat untuk meyakinan para anggota kaumnya berhasil meluluhkan semangat perlawanan anggota kaumnya untuk menerima keputusan ninik mamak yang mengambil jalan tengah, seperti yang dituturkan oleh pucuk adat nagari Kapa Gampo Alam berikut ini:

Konflik antara masyarakat Kapa dengan PT PHP (Permata Hijau Pasaman) pada awalnya memang telah jalur hukum (Pengadilan). Konflik ini dipicu oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan agar semua lahan itu dikembalikan kepada masyarakat. Tentu pihak perusahaan menolak sehingga masuk ke jalaur hukum. Lahan yang diserahkan luasnya 160 hektar. Perusahaan membuat perkebunan inti 1041, dengan 353 plasma. Konflik tidak terjadi secara terus-menerus, dibuatlah perjanjian antara pihak perusahaan dengan ninik mamak. Pihak perusahaan bersedia membayar subsidi selama 40 bulan dengan harga 175.000 rupiah/kapling. Setelah itu berlangsung selama 40 bulan, kita meminta perusahaan untuk menyerahkan, dan keinginan ini mendapat penolakan dari perusahaan. Tapi pihak perusahaan hanya bersedia memberi hasil. Setelah dipotong dan diselesaikan semua biaya, setetahun setelah itu, akhirnya pihak perusahaan bersedia mengembalikan. Dari kasus ini akhirnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan mengabaikan keputusan hukum yang juga telah berlangsung. (Wawancara; Gampo Alam, 21 Agustus 2010).

Proses penyelesaian konflik dengan pendekatan dialog dan musyawarah menuju mufakat merupakan inti kekuatan masyarakat Minangkabau pada umumnya, dan masyarakat Nagari Kapa khususnya dalam menghadapi persoalan. Lebih lanjut Gampo Alom bertutur:

Penyelesaian masalah dan konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui pendekatan nilai-nilai adat, memang didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena yang dinamakan adat itu adalah sepakat. Kalau tangga menuju jalan musyawarah untuk mufakat itu mengalami hambatan dan kebuntuan, tentu saja  pendekatan adat gagal ditegakkan, maka disitu pula kemudian penyelesaian melalui hukum formal (Wawancara; Gampo Alam, 21 Agustus 2001).

Keyakinan para elite nagari di Kapa, bahwa sistem nilai adat yang berlaku di daerah tersebut dapat menyelesaikan sengketa dan konflik, juga dinyatakan oleh Wali Bahar. Sebagai seorang mantan walinagari selama dua periode (1975-1986), ia merasakan betul, bahwa kuatnya pemahaman elite dan masyarakat terhadap nilai-nilai adat akan menekan terjadinya tindak kekerasn dan konflik. Kalaupun terjadi konflik, maka konflik itu akan dapat diselesaikan di tingkat nagari saja. Lebih jauh ia mengatakan;

Waktu dulu masa Orde Baru jarang terjadi konflik dan kerusuhan. Kalaupun terjadi konflik dan keresahan dalam masyarakat, dapat diselesaikan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri di tingkat kaum dan nagari. Terjadinya keresehan dan konflik yang ditimbulkan oleh persolan tanah dan masalah adat, dan masalah lain seperti pembakaran rumah warga sebagi akibat dari perselesihan yang terjadi dsi tingkat masyarakat, semua itu dapat diselesaikan secara mandiri oleh pimpinan kaum dan nagari. Walaupun kasus seperti pembakaran itu bersifat pidana, namun tidak sampai ketangan polisi. (Wawancara; Wali Bahar, 21 Agustus 2010).

Proses jalan tengah itu dapat dicapai denngan cara, para ninik mamak turun masing-masing kaumnya untuk memberikan pemahaman bahwa pilihan mereka yang tetap bertahan untuk menguasai lahan itu secara keseluruah akan menimbulkan kerugian di pihaknya sendiri. Sikap mereka akan menimbulkan tidak beroperasinya perkebunan dan adanya titik temu ini akan menimbulkan tindakan-tindakan seperti pencurian hasil perkebunan yang dilakukan oleh anggota masyarakat pada malam hari yang mengakibatkan korban nyawa karena jatuh ke dalam parit. Pendekatan yang dilakukan pimpinan adat dengan kelompok anggota plasma dan perusahaan akan menghasilkan keputusan yang baik, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras sebagaimana yang diakui oleh Gampo Alam berikut ini:

Untuk meyakinkan para dunsanak yang keras hati yang ingin menguasai perkebunan milik PT PHP, dilakukan dengan cara jemput bola. Secara perlahan-lahan diberi pengertian bahwa jalur pengadilan bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Begitu juga untuk berhadapan dengan pihak PT. Solodaritas para pemangku adat dan dukungan masyarakat menjadi modal untuk kita melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan. Ini salah satu jalan yang terbaik yang mesti dilakukan ninik mamak sebagai pemegang tanah kaum dan ulayat, selain jalan yang ditempuh oleh masyarakat melalui KUD Kapa, dengan jalur pengadilan. Kerja keras itu ternyata berhasil, dimana pihak PT dan KUD tidak lagi sepenuhnya menuggu keputusan pengadilan yang sangat pegitu panjang. (Wawancara: Gampo Alam, 21 Agustus 2010)


Penyelesaian konflik melalui jalur informal seperti yang dilakukan oleh pemangku adat, sesungguhnya memungkinkan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di nagari. Hal itu berhubungan dengan sejauh mana masyarakat di nagari menpercayai pimpinan mereka, di samping adanya niat baik para anggota yang bersengketa untuk di selesaikan secara bermusyawarah di tingkat kaum dan nagari. Kepercayaan masyarakat terhadap ninik mamak itu sangat tergantung sejauh mana pucuk adat dan ninik mamak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, berbuat dengan ikhlas, tanpa memanfaatkan situasi-situasi  konflik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal-hal seperti ini yang kadang kala menjadi hambatan-hambatan ketika ninik mamak turtun tangan untuk menyelesaikan berbagai perkara-perkara dalam masyarakat. (Wawancara: Gampo Alam, 21 Agustus 2010)


Strategisnya posisi ninik mamak dan pemangku adat dalam menyelesaikan masalah di Nagari Kapa, menurut Gampo Alam sangat didukung oleh struktur adat yang terbentuk secara mapan di nagari ini, seperti yang dikatakan Gampo Alam sebagai Pucuk Adat Nagari kapau berikut ini:

Masyarakat Kapa termasuk masyarakat yang homogen, artinya bisa dikatakan orang Minangkabau. Masyarakat nagari Kapa pada umumnya bersukukan melayu, jambak, koto dan tanjuang. Struktur pemangku adat di nagari dikenal dengan dua kelompok yaitu “induak nan barampek di lua, dan induak nan barampek di dalam”. Induak nan barampek di dalam antara lain Rajo Mamuik (Jambak) yang bermukim Lubuak Batang, Jando Lela (Melayu) bermukim di Kampuang Lubuak Sianok, Rangkato Mudo (Tanjuang) bermukim di Kampuang Alang dan Sutan Ameh (Koto) bermukim di Kapa Sarok. Sedangkan ampek yang di lua antara lain Datuak Tan Kabasaran (Tanjuang) bermukim di Pigubua Mudiak, Datuak Madjo Baso (Koto) bermukin di Kampuang Durian Tuga, Datuak Djalelo (melayu) bermukim di Kampuang Malasiro, dan Datuak Madjo Bungsu (Tanjuang) bermukim di kampuang Pigubua Hilie. Pucuk pimpinan adat dari delapan panghulu itu bernama Gampo Alam.
Ditinjau dari struktur kepemimpinan kaum adat di Nagari Kapa seperti yang dinyatakan oleh Gampo Alam di atas, mencerminkan bahwa ninik mamak atau pemangku adat ditempatkan sangat dekat dengan anggota kaumnya.  Apalagi yang menarik itu adalah setiap suku masing-masing menempati satu kampung. Dengan posisinya yang demikian berarti keamanan sebuah kampung akan lebih terjaga. Di sisi lain lokalisasi setiap suku sesungguhnya akan memberi kesempatan yang cukup besar bagi para ninik mamak untuk memperhatikan kaumnya secara lebih maksimal. Untuk menjaga hubungan antar suku, maka dibentuk pula kepala suku (mamak suku), sehingga hal itu akan menjaga harmonisasi berbagai suku yang ada di nagari tersebut. 

Kemapanan struktur elite di Nagari Kapa juga membuat hubungan antar ninik mamak semakin dekat dan kuat. Hubungan yang erat antara ninik mamak dari suku yang berbeda, merupakan potensi alamiah yang dimiliki nagari Kapa. Hal itu diakui oleh Wali Bahar ketika menyelesaikan beberapa konflik dan sengketa dalam nagari. Salah satu kasus adalan kasus pembakaran salah seorang warga yang dilakukan oleh warga yang lain yang terjadi pada tahun 1980-an. Konflik yang dipicu oleh perebutan atas tanah itu, dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak kepolisian. Konflik diselesaikan secara damai di nagari. Ninik mamak dan walinagari adalah pihak yang menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik warga. Konflik yang berujung dengan aksi pembakaran diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Lebih jauh tentang proses penyelesaian sengketa sebagai berikut: 

Setelah terjadinya aksi pembakaran pembakaran rumah yang disebabkan oleh perselisihan, para ninik mamak dan walinagari melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah ini. Para ninik mamak, pemerintahan nagari dan termasuk kedua mamak yang berseteru (Datuk Madjo Basa dan Datuk Madjo Lelo) mengakiri persoalan ini dengan cara “nan sakik di ubek”, nan rusak dipeloi”. Rumah yang terbakar diperbaiki seperti sedia kala, dan pembiayaannya dibebankan ke pihak yang membakar sebanyak 80%, sedangkan si korban menanggung sebanyak 20%. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010)

Dari proses penyelesaian kasus sengketa warga di atas, tergambar bahwa penyelesaian kasus lewat musyawarah jauh lebih bermartabat dan hemat dalam soal biaya. Bermartabat karena keputusan itu diambil melalui jalan musyawarah dan mufakat. Hemat biaya karena untuk musyawarah itu bebannya tidak sebesar jika persoalan ini masuk ke wilayah hukum formal, seperti polisi, dan pengadilan. Keputusan yang dambil melalui pendekatan kekeluargaan tidak memutus silaturrahmi  antar masyarakat di nagari. “Sakik di ubek, nan rusak di paelok” adalah pandangan yang arif dalam menjawab persoalan ini. Menyelesaikan masalah melalui pengadilan adalah pilihan terakhir, jika masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat nagari. Bahkan mereka menilai jalur ini membutuhkan biaya besar, dan hasilnya pun masih sangat diragukan, seperti yang diungkapkan oleh Wali Bahar berkiut ini:

,,,,, “menyelesaikan masalah melalui polisi dan pengadilan di negeri kita ini, ibarat “salak di makan karo”. Kemudian kalau ke pengadilan, beban biaya pengacara yang mesti ditanggung dan masalah lain yang lepih penting adalah hasilnya, yaitu apakah pengadilan itu telah benar-benar memutus perkara dengan adil (Wawancara; Wali Bahar, 21 Agustus 2010).
Sebelum bergulirnya reformasi, banyak kasus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, sehingga pernyataan di atas merupakan gambaran sikap masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Namun ketika reformasi bergulir keadaan mulai berubah. Sekarang baru orang mengenal pengadilan untuk menyelesaikan masalah. Hal itu sesungguhnya dipengaruhi oleh isu HAM, lebih sekarang banyak kasus yang diselesaikan melalui pengadilan. Hal itu terjadi karena pihak pengadilan sendiri takut menolak kasus karena dianggap menolak HAM, sehingga wajar kemudian kasus-kasus yang tidak wajar seperti pencurian satu biji kakao oleh seorang nenek, kasus pengambilan buah jambu tetangga oleh seorang anak di bawah umur, tetap diproses oleh kepolisian dan kejaksaan. Keadaan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa di nagari semakin terpinggirkan.

Kembali ke persoalan penyelesaian konflik, terutama yang disebabkan oleh tanah dan perkebunan. Di nagari Kapa terdapat dua jenis perkebunan antara lain perkebunan “inti” dan perkebunan “plasma”. Perkebunan inti merupakan milik perusahaan, sedangkan perkebunan plasma adalah jatahnya masyarakat nagari. Dengan sistem ini, peluang konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, akan tetapi juga antara masyarakat itu sendiri. Konflik terjadi karena tidak meratanya pembagian masing-masing pihak yang terkait dalam usaha perkebunan itu. Agar konflik tidak berlangsung secara terus menerus dan semakin meluas maka diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pimpinan kaum dan nagari. Lebih lanjut kebijaksanaan itu menurut Wali Bahar adalah:

,,,,, konflik di bidang perkebunan bersumber dari pembagian hasil perkebunan. Pembagian hasil perkebunan ini sedapat mungkin harus dikelolala dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam membagi. Kalau ndak bisa mambaginya dengan baik dan adil, akan menimbulkan konflik dan keresahan. Menurut ambo harus ado kebijaksanaan agar konflik dalam nagari tidak terjadi. Kita tahu para ninik mamak tidak semuanya punya penghasilan tetap, sehingga uang pembagian ini mereka sangat butuh. Kebijaksanaan nan pernah ambo lakukan, yaitu “hati tungau samo-samo di cacah, hati gajah samo-samo lapah”. Artinyo mambagi samo rato hasil keuntungan perkebunan itu. Kalau ndak ini akan menjadi masalah antara masyarakat di nagari. (Wawancara; Wali Bahar, 21 Agustus 2010)


Selain membagi dengan adil, hal penting lagi untuk mencegah konflik adalah harus terbuka, dan langsung ke pihak yang memiliki hak untuk itu. Jatah bagi hasil itu harus langsung diterima oleh pihak pertama. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan yang akan muncul di kelompok masyarakat. Cara ini dilakukan oleh Wali Bahar dengan membuatkan rekening-rekening bagi warga masyarakat yang terlibat dalam kelompok plasma-plasma tersebut, seperti yang diungkapkannya berikut ini: 

Untuk menghindari munculnya konflik diantara anggota kaum dalam plasma itu, pemerintahan nagari dan ninik mamak mestinya mendorong agar setiap anggota masyarakat yang ikut dalam ‘plasma” mempersiapkan rekening masing-masing anggota plasma. Jadi dengan adanya rekening itu, maka posisi ninik mamak akan jauh dari kecuriagaan-kecurigaan yang selama dituduhkan bahwa ninik mamak yang sering mendapat keuntungan dari perkebunan itu, sehingga melahirkan kecemburuan yang bermuara terjadinya konflik antara ninik mamak dengan kemenakannya. Konflik di dalam kaum yang selama ini terjadi disebabkan oleh tidak adanya pembagian hasil yang jelas. Pembagian yang selama ini dilakukan dengan cara tidak terbuka dan tidak jelas telah menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan anggota kaum. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010)

Kehidupan bernagari akan semakin berjarak dengan konflik dan keresahan sosial dapat diciptakan jika terbangunnya kesolidan antara tiga unsure penting dalam nagari, yaitu “tali tigo sapilin, tunggu tigo sajarangan”. Adat, Sara’ dan Aturan menjadi tiga hal yang berjalan secara kompak. Adatnya dipegang oleh ninik mamak, Sara’ di pegang oleh alim ulama dan aturan menjadi kuasa pemerintahan nagari (Walinagari). Jika tiga unsur ini memiliki hubungan yang saling menyempurnakan dan mengisi, seberat apapun masalah yang dihadapi oleh nagari akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Begitupun sebaliknya jika tiga unsur penting tidak lagi seiring sejalan, seayun selangkah maka itu menjadi awal kerapuhan nagari.  Hal itu banyak ditemukan sekarang. Untuk membangun kantor walinagari saja tidak ada penyelesaiannya. Belum lagi masalah-masalah lain yang lebih besar seperti pengelolaan aset-aset nagari yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Nagari Kapa ini. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010).
Solidaritas tigo tali sapilin itu dipengaruhi oleh kepemimpinan di pemerintahan nagari. Walinagari sebagai pihak yang diberi kuasa penuh dalam menata dan melaksanaan pemerintahan di nagari  Dengan demikian,  idealnya harus menjadi katalisator antara tiga komponen elite tersebut . Menjadi seorang wali nagari mesti memegang konsep “kuaik katam karano sapik, kuaik buruang karano sayok”. Sapik pemerintahan di nagari terletak ditangan walinagari, sehingga dengan demkian posisi walinagari itu lebih tepat dipegang oleh penghulu atau pemangku adat. Jika walinagari itu berasal dari pemangku adat, ia jauh lebih punya marwah dan kemampuan untuk mengawasi dan mengatur anggota kaumnya. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010)

Masalahnya kemudian adalah apakah dengan sistem pemilihan walinagari yang sekarang dipilih langsung, akan melahirkan sosok wali nagari yang dapat mengikat ketiga bagian itu. Sistem pemilihan wali nagari yang dipilih secara langsung, pada satu sisi membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara demokratis. Namun di saat yang bersamaan cara ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya itu adalah tersingkirnya orang-orang yang sesungguhnya secara personal memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam proses pemilihan itu. Hal itu sering terjadi karena orang-orang yang relatif baik itu pada umumnya memiliki keterbatasan finansial untuk mensosialisaikan dirinya di tengah masyarakat yang sudah berfikir pragmatis. Pemilihan-pemilihan langsung sebagai metode baru untuk memilih pejabat dari pemerintah terendah hingga tertinggi, yang telah berjalan sepuluh tahun terakhir, telah merubah cara pandang dan perilaku politik masyarakat, dari idealis ke pragmatis. Bagi mereka suara adalah uang. Dalam sistem ini uang sangat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Uang akan dapat mengatur semua urusan. Lihat saja hasilnya, pada umumnya sekarang, yang menjabat wali nagari berasal pedagang, juragan, dan semakin langka ditemukan yang berasal dari golongan terdidik, dan pemangku adat, seperti yang terjadi di Nagari Kapa. Setelah Wali Bahar menjadi Walinagari di Nagari Kapa, sejak itu pula posisi walinagari berasal dari para pedagang. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010).                                                                                                                                                                        

Di samping persoalan konflik di tingkat kaum, potensi konflik terjadi antara masyarakat nagari dengan perusahaan perkebunan (PT). Tanah ulayat sebagai salah satu potensi ekonomi nagari samakin hari semakin terbatas, akibat penggunanya semakin lama semakin bertambah, sehingga posisi tanah semakin penting dan berharga. Potensi konflik tidak hanya berpeluang dalam hal pembagian hasil antara pihak peruusahaan dengan masyarakat, dan atau dalam kelompok masyarakat itu sendiri, akan tetapi adalah proses penyerahan dan pengembalian tanah yang dikontrak oleh PT. Munculnya berbagai konflik soal tanah di Kapa khususnya  dan di Pasaman ini umumnya salah satunya dipengaruhi oleh faktor ini. Dulu, proses penyerahan atau kontrak tanah kaum atau nagari ke pihak perkebunan dilakukan melalui pemerintah. Ketika berakhir masa kontraknya, PT mengembalikan tanah tersebut ke tangan pemerintah. Praktek seperti ini terjadi sejak zaman Belanda hingga sekarang. Akibatnya nagari sering mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh peralihan kepemilikan dari tanah ulayat  kaum atau nagari menjadi tanah milik Negara atau pemerintah. Ninik Mamak sebagai elite masyarakat sesungguhnya memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mengatasi berbagai persoalan di tingkat masyarakat. Ninik Mamak yang memiliki fungsi utama menjaga “sako” dan “pusako”. Ketika ninik mamak tidak bisa menjalankan fungsinya, ini merupakan awal dari kehancuran nilai-nilai adat dalam masyarakat. Sako adalah sesuatu yang melekat dalam diri seorang ninik mamak (misalnya gelar datuaknya), sedangkan pusako adalah tanah, rumah gadang dan harta yang tidak bergerak lainnya. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010)

Untuk terciptanya suasana kehidupan nagari yang baik yang jauh dari berbagai potensi-potensi konflik horizontal (antar masyarakat) dan vertical (masyarakat dengan penguasa dan pengusaha), diperlukan sosok pemimpin yang benar-benar mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakatnya, yaitu pemimpin yang menurut Wali Bahar adalah walinagari yang “menganggaki” nagarinya. Artinya seorang walinagari yang benar-benar mengetahui seluk-beluk dan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat di nagari yang dipimpinnya. Sosok walinagari yang seperti ini setidaknya menguasai tiga unsur pokok, diantaranya; ia seorang yang administratur pemerintahan, administrator kemasyarakatan, dan administrator pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang walinagari adalah seorang sosok yang serba bisa. Orang yang bisa masuk ke kelompok dan level masyarakat manapun. Ketika ia berhadapan dengan pemuda, ia memahami cara menghadapinya, ketika berhadapan dengan para ninik mamak, ia pun pandai menempatkan posisi. Begitupun dengan pihak-pihak yang lain. (Wawancara: Wali Bahar, 21 Agustus 2010).
3. Saniang  Baka Vs Muora Pingai : Konflik Perbatasan

Konflik nan Tajadi antara Nagari 

Saniang Baka jo nagari Muaro Pingai

Lah seperti konflik Israel jo Palestina

Yaitu, konflik nan alun jaleh panyalasian masalahnyo

Dan konflik ko lah balansung lamo, 

dan bisa sajo satu saat malatuih baliak





(Wali Nagari Muaro Pingai : 22 Agustus 2010)


Begitulah pernyataan yang keluar dari Walinagari Muaro Pingai. Sebuah pernyataan yang bernada pesimistis terhadap konflik yang terjadi antara dua nagari tetangga yang terdapat di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Konflik yang ditenggarai oleh batas wilayah nagari, yang masing-masing pihak merasa paling benar. Menurut pihak Saning Baka, seperti yang dikatakan oleh seorang Tokoh Adatnya Datuak Mudo Nankuniang, nagari Muora Pingai tidak memiliki tanah ulayat Nagari menuturkan :
‘,,,,. hanya Nagari Saniang Baka yang memiliki ulayat nagari. Kalau dulu orang Muaro Pingai melakukan berburu babi maka orang Muaro Pingai selalu meminta izin ke masyarakat Saning Baka, karena masyarakat Muaro Piungai tidak punya ulayat nagari. Itu sudah berlangsung lama sejak sebelum tahun 1930-an.  (Wawancara; Datuak Mudo Nankuniang; 22 Agustus 2010).


Namun di pihak yang lain, Masyarakat Muaro Pingai melalui Walinagarinya membantah bahwa Nagari Muaro Pingai memiliki ulayat nagari yang syah. Nagari Muarao Pingai bukanlah mencaplok tanah ulayat nagari Saning Baka, akan tetapi itu tanah yang digarap oleh anggota masyarakat Muaro Pingai, yang dinilai telah dirampas oleh nagari Masyarakat Saning Baka, bisa dibuktikan secara hukum. Merujuk pada Perda No. 7 Tahun 2006 Kabupaten Solok, menyebutkan bahwa; salah satu syarat berdirinya nagari adalah memiliki batas-batas yang jelas. Batas wilayah yang jelas itu harus merujuk pada peta nagari. Dalam peta ini lengkap menggambarkan batas-batas nagari Muaro Pingai empat penjuru mata angin. Lebih lanjut wali nagari Muaro Pingai mengatakan:

“kito dari masyarakat Muaro Pingai siap berdiskusi dengan bukti-bukti tentang batas-batas nagari dengan masayarakat Saning Baka. Batas-batas nagari ini sejak dulunya telah ada. Nagari yang ada sekarang kan peninggalan dari zaman Belanda. Dan kami punya peta-peta batas wilayah nagari yang dari dokumen-dokumen Belanda. Mari kita bahas secara terbuka batas nagari-nagari ini dengan batas-batas yang telah ditentukan sejak Zaman Belanda itu. Mari kita bicarakan secara terbuka melalui jalan musyawarah, tanpa harus kembali memusyawarahkan batas nagari. Mari kita sama-sama mengemukakan batas-batas yang lamo, dan jangan menganggu hak milik pribadi dan suku, ataupun kaum. Namun usul ini tidak diterima oleh pihak elite Saning Baka”. (Wawancara; Walinagari Muaro Pingai; 22 Agustus 2010).


Dari dua pendapat di atas tergambar  bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat saning Baka dan Muora Pingai disebabkan sengketa ulayat nagari yang berkaitan dengan batas nagari. Masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya bahwa mereka yang paling benar dan paling berhak menguasai lokasi tanah yang dipersengketan. Tanah perbatasan yang dipersengketakan konon kabarnya mengandung peotensi alam yang amat strategis berupa tingginya kandungan biji emas, besi, dan termasuk galian C yang telah berlangsung selama ini berlokasi di Villa Air Abang. Lokasi galian C Villa Air Abang ini menurut peta yang dimiliki oleh masyarakat Muaro Pingai adalah daerah yang berada dalam nagarinya, dan begitupun sebaliknya, Masyarakat Saning Baka mengklaim balik bahwa lokasi itu adalah hak nagari mereka, sehingga masyarakat di nagari ini secara leluasa mennggarap hasil bumi berupa pasir dan kerikil tersebut. 


Akibatnya adalah muncul silang sengketa perbatasan mengenai pihak mana yang paling berhak mengusai dan memamfaatkan salah satu sumber pendapatan masyarakat di nagari. Untuk menghindari agar persengketaan tidak semnakin meluas dan meruncing menjadi konflik fisik, kedua belah pihak sepakat untuk meyelesaikan masalah ini melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah sebuah tradisi yang telah melembaga dalam masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan masalah. Dari pertemuan itu, pihak Nagari Muaro Pingai mengusulkan mengambil jalan tengah, agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Yaitu dengan mengambil jalan tengah, “manimbang samo barek”. Artinya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Usulan dari pihak Nagari Muaro Pingai melalui walinagarinya antara lain berbunyi;

“Silahkan teruskan digarap lokasi galian C itu oleh warga kito dari Nagari Saniang Baka, namun taantu dalam bentuk kerjasama. Yaitu 50:50, dengan begitu hasilnya samo-samo dinikmati. Karena yang diolah ini adalah tanah ‘ervaht’, tanah yang dikuasai oleh Belanda yang terletak di Muaro Pingai, yang belasting-nyo di bayar ke Muarao Pingai. Hasil belasting itu sampai sekarang buktinya masih ada, yaitu atap balai Adat Nagari Muarao Pingai yang terbuat dari seng. Itu hasil dari belasting pada Zaman Belando. (Wawancara; Walinagari Muaro Pingai; 22 Agustus 2010).

Kasus yang terjadi pada tahun 2003 ini tidak menghasilkan solusi yang kongkrit, karena usulan dari walinagari Muaora Pingai tidak diterima oleh nagari Saning Baka. Saning Baka ingin menguasai sepenuhnya lokasi galian C, dan tidak ingin malakukan bagi hasil dengan nagari Muaro Pingai. Hasil pertemuan ini mengalami jalan butu, sehingga untuk sementara waktu operasi galian C di Air Abang dihentikan dalam waktu yang tidak ditentukan. 

Akan tetapi dalam perkembangannya, kasus sengketa tanah galian C yang tidak berujung itu, kembali muncul beberapa masalah setelah pertemuan tersebut. Sengketa perbatasan nagari di lokasi Air Abang, muncul dalam bentuk konflik fisik yang menimbulkan korban. Dimana salah seorang warga Muarao Pingai terluka parah di bagian kepala, dan salah satu tangannya, sehingga meninggal di tempat. Menurut penuturan Wali Nagari Muaro Pingai, peristiwa naas itu berawal dari seorang warga Muaro Pingai yang menggarap lahannya di Air Abang. Sekitar pukul 10.00 WIB, tiba-tiba saja tiga orang bertopeng (pakaian ninja) menodong dengan parang. Aksi penodongan mendapatkan perlawanan sehingga betrok fisik tidak terhindarkan. Namun karena posisi tidak berimbang, warga Muaro Pingai itu sempat melarikan diri dengan luka di bagian lengannya. Korban penodongan itu melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke para tetangga dan warga Muoro Pingai yang lainnya. Akibatnya aksi solidaritas muncul secara spontan sehingga berujung dengan “bacakak banyak” antara nagari, yang menimbulkan korban jiwa. 


Jika ditelusuri lebih jauh, konflik tapal batas antara nagari saning Baka dan Muaro Pingai ini telah berlangsung sejak tahun 1970-an.  Pada tahun 1970-an itu, sebenarnya konflik tapal patas dua nagari ini telah coba diselesaikan. Datuak Radjo Nan Sati sebagai panghulu pucuk di Nagari Muaro Pingai telah menghadiri pertemuan di Balai Adat Nagari Saning Baka. Pada pertemuan pimpinan adat ke dua belah pihak teleh bersepakat bahwa lahan telah digarap oleh anak-kemenakan yang Nagari Muaro Pingai tidak diganggu oleh anak-kemanakan Nagari Saning Baka, dan sebaliknya lahan yang telah digarap oleh anak-kemenakan Saning Baka tidak diganggu oleh anak kemenakan nagari Muoaro Pingai. Kesepakatan para pimpinan adat kedua nagari yang bersengketa itu sering dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dimasa-masa sekarang. Namun tidak banyak yang menerima. Bahkan sebaliknya pihak Saning Baka mempertanyakan keabsahan perjanjian itu, dengan pertanyaan “mano bukti hitam di ateh putiahnyo”. (Wawancara; Walinagari Muaro Pingai; 22 Agustus 2010).  


Kesepakatan antara pimpinan pucuk adat kedua nagari itu relatif efektif meredam konflik antar kedua nagari itu dalam bebeberap puluh tahun. Konflik ini kembali muncul pada tahun 2003. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, lahan tanah yang semakin terbatas, sehingga pencaplokan lahan di lokasi-lokasi perbukitan dan pegunungan semakin besar terjadi. Kondisi semacam ini semakin diperparah oleh keadaan dimana pemerintah daerah setempat tidak cepat merespon bibit-bibit konflik tapal batas nagari, yang setiap saat dapat saja meletup ke permukaan. 



Munculnya konflik fisik sebagai akibat dari kegagalan dalam membangun kesepahaman antar kedua belah pihak, berakibat terhadap timbulnya korban jiwa. Terjadinya korban jiwa akibat dari konflik biasanya ditanggung oleh masing-masing pihak, tanpa ditanggung oleh pihak lain yang melakukan tindak kekerasan dan kejahatan tersebut. Pihak yang menjadi korban dan mengalami kerugian baik jiwa maupun dalam bentuk lainnya ditangggung bersama oleh masing-masing nagari. Dalam istilah mereka adalah “nan sakik ndak diubek oleh pihak sipelaku, nan rusak indak dipaelok oleh pihak yang lain”.  Artinya si pelaku tidak dikenakan sanksi untuk membiayai dalam memperbaiki keadaan tersebut. Yang membantu biasanya ditanggung oleh masyarakat nagari masing-masing dengan mengumpulkan sumbangan dari rumah-kerumah (door to door). Hal ini juga dilakukan ketika terjadinya pembakaran beberapa rumah akibat konflik yang terjadi pada bulan Mei 2008. 


Mengenai konflik tapal batas yang terjadi pada bulan Mei 2008 yang menyebabkan terbakarnya 14 rumah, 20 pondok ternak dan 22 pondok perladangan milik warga Muarao Pingai yang dilakukan oleh warga Saniang Baka, sulit untuk dicegah oleh pihak kepolisian karena peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Agar peristiwa ini tidak berkembang dan semakin meluas, selaku pimpinan pemerintahan di nagari Muaro Pingai, Walinagari melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian agar turun tangan dan menjadi pihak penengah. Walaupun terlambat, polisi berhasil meredam aksi kekerasan ini sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih besar lagi. Dengan nada yang emosional, elite di nagari Muoari Pingai untuk sewmentara waktu dapat menerima perlakuan warga Saning Baka yang telah membakar rumah saudara mereka. Di samping itu mereka juga kecewa oleh tindakan aparat yang tidak mengusut kejadian ini secara tuntas. Konflik hanya mereda dengan sendirinya, dan satu saat berkemungkinan akan timbul lagi. (Wawancara; Walinagari Muaro Pingai; 22 Agustus 2010). 


Meredanya kasus pembakaran rumah warga Muaro Pingai tahun 2008 dipengaruhi oleh sikap dan nilai kearifan yang terlahir dari rasa kemanusian yang dalam. Menurut Kumais Ketua BPM Muaro Pingai bahwa pada hakikatnya manusia mengininkan kehidupan yang damai lahir dan batin. Meredanya konflik ini bukanlah dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah daerah dan kepolisian, akan tetapi lebih cenderung dipengaruhi nilai-nilai kemanusian yang tertuang dalam agama dan adat Minangkabau. Lebih lanjut Ketua BPM Muaro Pingai mengatakan;

“Kami sudah sangat kecewa dan tidak percaya dengan aparat kepolisian dan pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Harapan terhadap pemerintah dan kepolisian untuk meredam dan menyelesaikan konlik sesungguhnya tidak terlihat dari kebijakan dan tindakan mereka di lapangan. Dengan demikian dapat dikatan pemerintah daerah, termasuk kepolisian seakan-akan sengaja membiarkan konflik ini berlangsung secara terus-menerus, karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersewenang-wenang terhadap pihak lain. Jadi motto Kabupaten Solok menjadi kabupeten yang terbaik dari yang baik, hanya sebuah omongan saja, dan tidak dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam masyarakat. (Wawancara: Kumais, Ketua BPM Nagari Muaro Pingai, 22 Agustus 2010).


Rasa kecewa yang mendalam dari masyarakat, khususnya dari warga Muaro Pingai yang mengalami korban cenderung mengambil sikap yang terkesan bijak dan sekaligus apatis. Mereka berpendapat bahwa tidak perlu berharap banyak dari pihak pemerintah dan kepolisian yang sekarang sedang berkuasa di daerah ini. Bagi mereka belum muncul sosok pemimpin baik di pemerintah daerah Kabupeten Solok maupun di lembaga kepolisian bahwa belum muncul sosok pemimpin yang dapat mengatasi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan bahasa yang lugas dan jujur diungkapkan dalam pernyataan berikut ini:

Setiap manusia dan pemimpinnya memang cenderung kearah kebaikan. Tapi untuk sekarang belum lahir sosok pemimpin yang seperti ini, untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Entah kapan munculnya kita tidak tahu. Sekarang baru terpilih Bupati Solok yang  baru (Syamsul Rahim). Mudah-mudahan pemimpin yang baru ini dapat membatasi masalah ini secara tuntas sehingga tidak meletup lagi suatu saat.  (Wawancara: Kumais, Ketua BPM Nagari Muaro Pingai, 22 Agustus 2010).


Penyelesaian konflik tapal batas nagari ini seperetinya tidak bisa diselasaikan oleh dua pihak yang bersengketa, karena masing-masimng pihak sudah mengambil jarak dalam setiap pertemuan yang dilakukan. Masing-masing pihak sudah dilandasi oleh sikap suka-tidak suka, saling mencurigai dan ingin menang sendiri. Masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Sikap yang seperti ini menjangkiti semua unsur elite di masing-masing nagari, mulai dari pemerintahan nagari, cerdik pandai maupun pemangku adat di masing-masing nagari. Tidak terkecuali di kalangan elite nagari Saning Baka, seperti yang terlihat dari penuturan Syahruddin seorang tokoh adat di Nagari saning Baka beriku ini: 

Konflik ini bermula dari tapal batas, penyelesaian yang ada sudah dicoba dengan cara adat. Penyelesaian dengan cara adat tentu memakai konsep “tibo dimato dipicingan tibo di paruik dikampihan” Jadi tidak ada yang berkata sebenarnya, banyak yang berbohong demi keuntungannya, kami dari pihak Saning Baka sudah mencoba dengan penyelesain yang baik namun dari pihak merekalah yang brutal. Setelah diadakan perundingan dan sudah dibuat satu ketentuan atau kata mufakat, yang berunding saat itu adalah ninik mamak kedua belah pihak, ninik mamak mereka tersebut yang berbohong masalah tapal batas dengan tujuan ingin menguasai daerah kami. (Wawancara; Syahruddin, 22 Agustus 2010).

Dari pernyataan Syahruddin di atas tergambar bahwa perseteruan antar elite nagari yang satu dengan nagari yang lain sudah mencapai titik nadir. Masing-masing pihak menuding pihak yang lain telah melakukan penzaliman, sehingga yang muncul adalah sikap anti pati dan permusuhan. Seperti halnya yang terjadi di Nagari Muora Pingai, di kalangan elite Saning Baka menilai bahwa warga Muaro Pingai telah melakukan kesewenang-wengan terhadap nagari Saning Baka. Akibatnya ketika terjadi dialog, yang muncul adalah pendapat dan tindakann yang saling menyalahkan. Di samping itu, muatan dialog cenderung dilandasi sikap saling mencurigai. Munculnya sikap permusuhan ini merupakan akibat dari proses dialog yang tidak melahirkan komitmen bersama untuk saling menjaga agar perselisihan tidak terulang kembali.  


Sebelum munculnya sikap anti dari masing-masing pihak, sebenarnya telah terjadi proses penyelesaian sengketa melelui berbagai pendekatan di tingkat nagari. Baik dengan pendekatan adat, perantau dan pihak ketiga yang dinilai cukup netral dalam menjernihkan persoalan sengketa tapal batas. Penyelesaian dengan dengan pendekatan lembaga adat dilakukan dengan cara pertemuan pimpinan adat dari dua nagari ini. Perundingan dihadiri oleh para penghulu di masing-masing pihak. Dari nagari saing Baka dihadiri oleh delapan penghulu dari delapan suku yang ada. Begitupun dari Nagari Muaro Pingai dihadiri oleh Datuak nan Ampek, karena di nagari ini hanya ada empat suku. Namun sayangnya pertemuan ini tidak menghasilkan komitmen yang nyata dan titik terang. Kegagalan pertemuan pimpinan adat dari nagari yang bersengketa, dipengaruhi oleh sikap arogansi masing-masing pihak yang menyatakan dirinya yang paling benar, dan menilai pihak lawan yang salah serta melakukan kebohongan-kebohongan soal batas nagari. 

Setelah pertemuan kaum adat gagal mencarikan solusi, pihak perantau juga tidak tinggal diam melihat dunsanak di kampung halamannya tercerai berai. Pada bulan ramadhan (puasa) tahun 2009, perantau yang berasal dari nagari Paninggahan di Jakarta mencoba mendekati perantau Saning Baka untuk menyelesaikan sengketa nagari ini. Pendekatan perantau Paninggahan dapat menerima ajakan tersebut dan bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara membentuk kelompok mediasi. Kelompok mediasi ini diberi tugas selama 3 bulan. Tim ini secara marathon melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Setelah lebih kurang satu bulan bekerja, akhirnya dapat titiuk terang untuk mempertemukan pihak yang berkonflik di Padang Panjang, yang bertempat di Pesantren Serambi Mekah milik Pak Haji Bahar seorang tokoh Paninggahan. Dipilihnya tempat ini dilatarbelakangi oleh semangat keagamaan dan persaudaraan serta harapan yang amat besar agar konflik yang telah berlarut-larut ini dapat diselesaikan. Sebuah pertemuan yang dilandasi oleh semangat dan nilai “ndak ado kusuik ndak kasalasi, ndak ado karuah nan ndak kajaniah”. Namun apa boleh dikata, pertemuan yang dirancang sedemian rupa itu akhirnya tidak menghasilkan kata mufakat antara kedua pihak. Pertemuan itu diwarnai oleh sikap saling tuding-menuding sehingga pertemuan tersebut gagal menghasilakan solusi. (Wawancara; Syahruddin, 22 Agustus 2010).
Tidak efektifnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik, menurut Walinagari Muaro Pingai, disamping disebabkan tidak adanya lagi sikap saling harga-menghargai dan saling percaya, juga dipengaruhi oleh agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya pertemuan-pertemuan yang berlangsung selama ini yang membahas tentang batas nagari tidak tepat, karena batas-batas nagari itu telah diatur dalam Peraturan Daerah. Lebih lanjut ia menuturkan:

Kami dari pihak Muaro Pingai memang menolak setiap pembahasan batas nagari. Karena menurut kami batas-batas nagari itu kan sudah jelas, jadi untuk apa lagi kita bahas tentang batas-batas nagari itu. Apa yang mau di musyawarahkan jika sesuatu sudah jelas dan telah diatur. Yang perlu di musyawarahkan itu sesuatu yang belum diatur dan tidak jelas. Pada sebuah pertemuan yang terakhir mengenai tapal batas. Dalam pertemuan itu saya mengusulkan bahwa peraturan yang mengatur tapal batas kan telah ada. Contohnya yang dikeluarkan oleh Pemprop Sumatera Barat. Buku Pedoman batas Administrasi Kelurahan dan Nagari, yang dikeluarkan oleh Biro Pemerintahan Nagari. Dalam buku pedoman itu disebutkan bahwa, sumber batas nagari itu bisa berasal dari dokumen-dokumen yang pernah ada, termasuk dari dokumentasi kolonial Belanda, seperti staadblad atau nota resident. Kebetulan Batas-batas nagari Muaro Pingai terdapat dalam staadblad yang berbahasa Belanda. Di samping itu kita juga ada dokumen Negara yang berupa peta nagari sekabupaten solok, peta tanah ulayat. Kita punya semua itu. Kemudian aturan itu diperkuat oleh Kepmendagri, yang menyebutkan bahwa tahap penyelesaian batas desa atau nagari di Sumatera Barat adalah melakukan penelitian dokumen dan peta dasar atau peta induk. Wawancara; Walinagari Muaro Pingai; 22 Agustus 2010).  

Pertemuan yang membahas tentang tapal ini memang sering dilakuakan. Menurut Syahruddin seorang tokoh adat di Nagari Saning Baka, sejak 2003 hingga sekarang, telah berlangsung 18 kali pertemuan antara pimpinan Saning Baka dengan Muaro Pingai. Walaupun pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan yang dapat meredam konflik untuk jangka panjang, namun data ini menunjukkan tingginya semangat kedua belah pihak untuk mengakiri konflik tersebut. Di sisi lain, pertemuan ini memperlihatkan bahwa masih kuatnya tangga musyawarah dalam masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, bahwa cara ini adalah tradisi yang terbaik yang pernah ada di negeri ini. Konsep nilai “Bulek Aie di Pambuluah, Bulek kato jo Mufakaik”,  “Buleklah Buliah di golongkan, Picaklah buliah di layangkan”, adalah konsep “nan ndak lakang jo paneh, nan ndak lapuik dek hujan”. Segagal apapun pertemuan-pertemuan itu dalam menghasilkan solusi yang permanen dalam menyelesaikan konflik antar nagari tersebut, akan tetapi yang jelas jalan musyawarah tersebut tetap memiliki makna yang signifikan melokalisir konflik, paling minimal dalam waktu tertentu. (Wawancara; Syahruddin, 22 Agustus 2010).
Ketika jalan musyawarah antar nagari telah tertutup, maka jalan yang terbaik bagi kepentingan dan eksistensi kedua belah pihak nagari adalah mengajak pemerintah daerah untuk mengambil peran yang maksimal. Bagaimana pemerintah daerah menjadi penengah yang adil dan tidak memihak pada salah satu nagari. Jika pemerintah daerah tidak mampu menempatkan dirinya secara tepat dan bijak, maka ini awal dari kehancuran dari dua nagari ini. Artinya masalah ini tidak akan pernah bisa diurai dengan baik. Walaupun tingkat kepercayaan masyarakat, terutama yang berasal dari nagari Muaro Pingai sangat, namun pilihan ini adalah pilihan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak. Pihak yang berkonflik mengharapkan peran pemerintah daerah sebagai malaikat keadilan yang bertindak sebagai mediator dan juru damai, ibarat kata pepatah Minang, seperti “maambiak banang dalam tapuang, banang ta ambiak, tapuang ndak taserak”.  

Contohnya yang terjadi baru-baru ini, pengangkatan penghulu, penghulu yang baru diangkat tidak lagi kemenakan kontan yang mempunyai tali darah, sebab dalam adat minangkabau yang mempunyai tali darah adalah dari kaum ibu. Namun pada saat ini kebanyakan gelar kepenghuluan dapat diperjual belikan. Hal ini dikarenakan semakin melunturnya adat di dalam kehidupan masarakat Minangkabau khususnya Nagari  Saning Baka, dan sudah terjadi pelencengan dalam adat, seharusnya siapa saja yang menjadi panghulu, jangan pernah maicak taleh, maipua barih, mailangkan jajak maksudnya demi untuk kepentingannya dia korbankan yang lain, dan ini termasuk nepotisme dalam adat.

Solusinya membawa anak-anak muda berdiskusi, membawanya rapat-rapat sebagai pendengar untuk langkah awal, saat ini hubungan pemuda dengan kaum tua yang mengerti adat memang tidak begitu dekat. Kendala lain yang dihadapi adalah datuak-datuak yang seharusnya mengerti tentang adat dengan baik bahkan saat ini kebanyakan dari mereka tidak paham akan adat.

Timbulnya konflik dikarenakan tidak adanya bukti tertulis dari perbatasan ini, sebab apa yang diwariskan adat dari dulu tidak pernah dituliskan namun diwariskan hanya dengan kata-kata dan kepercayaan. Ninik mamaknya yang tua-tua tidak sesuai dengan ketentuan KAN dan nagari, sedangkan dengan ninik mamak yang muda-muda kami sesuai atau bisa mendapatkan kata mufakat. Bahkan mereka mengatakan saningbakar dan muara pingai  ini berdunsanak. Nama ninik mamak tua itu adalah  datuak tumanggung. sebelumnya tanah tersebut juga telah diolah orang muara pingai dan orang kami sebagai orang saning bakar memang lalai sebab kalau orang muara pingai  hanya berladang disana kami perbolehkan, tapi sekarang mereka mnyakiti kami,

Legenda yang pertama, sebelumnya belum ada orang yang tinggal di Saning Baka ini, sebab awal mulanya masyarakat minang tinggal di pariangan Batusangka. Jadi ada sekelompok orang datang dari Batusangka mencari daerah-daerah untuk pemukiman baru, orang yang ke Saning Bakar untuk merato nagari bernama Sisaniang, sebab sebelum nagari ini  di buat pemukiman, semak belukar harus terlebih dulu dibakar, maka ketika saniang sedang membakar hutan untuk pemukiman, nampaklah oleh rombongan lain yang ada di simawang,ha saniang sadang mambaka ha, maka di begitulah ceritanya jadi saniang baka.

Legenda yang ke dua, ketika orang yang pertama membabat pemukiman di Saningbakar ini sedang membakar semak-semak, maka anaknya yang bernama sisaning terbakar ketika sedang membakar lahan dan didudukkan diatas batu. itulah legendanya .

Saya melihat ini hanya masalah kecil, jika saja perundingan dilakukan dengan baik-baik, tidak ada lagi yang berbohong, perundingan di Padang Panjang dulu telah disetujui awalnya turunnya kelapangan untuk mennetukan titiknya, namun tetap saja pihak Muara Pingai tidak mau, padahal BPN telah memancangnya. Awalnya pihak Muara Pingai menyetujui namun setelah diulang lagi rapat setelah salat asyar, mereka kembali berkilah mereka tidak mau lagi, yang mereka ingininkan mulai dari bawah jalan aia nagek punya saning bakar dan bagian jalan keatas itu adalah punya kami. Pihak Saning Bakar saat itu geram, ketika ada persetujuan menentukan tiitk mereka berkilah lagi mereka tidak tahu, padahal waktu itu dokumennya ada pada pihak Saning Bakar. Maka dibukaah dokumen tersebut, dokumen yang telah disetujui, maka bapak mawar faris yang tema penyelesain di Jakarta marah kepada pihak Muara Pingai, menagatakan Muaro Pingai pembohong. Jika saja telah ditentukan titik dan disetujui, dan pihak muara pingai masih mengelola tanah yang ada diperbatasan, walau termasuk punya Saning Bakar yang sebelumnya telah diolahnya, kami tidak akan melarang, kami hanya perlu batas itu saja.
Karena akan menentukan titik, diberi pemberitahuan ke bupati dan Saning Bakar akan mepermanenkan titik yang telah disetujui oelh BPN, tiba-tiba meereka membom molotof sekitar 12 kali. Saat itu Saning Bakar pun emosi, dan bertemu seperti mau perang di SKB dekat perbatasan. Akhirnya jatuh korban dari pihak muara pingai 2 orang, pada tahun 2008.

Karena muara pingai memancing kemarahan, maka Saning Bakar pun mulai menyerang, kami merengsek membakar rumah pondok, saat kami mau membakar kandang sapi, sapinya kami keluarkan dulu dan saat kami akan membakar rumah kami keluarkan dulu orang yang ada didalamnya. Kami saat itu masih berfikir dan menghindari pembunuhan. Total 18 buah rumah mereka yang terbakar, jika saja tidak dilarang polisi mungkin negerinya akan habis terbakar,

Saat itu dibuat pos brimob disana oleh bupati tapi kemudian kembali di non aktifkan sebab pemerintah mengeluhkan biaya. Seharusnya orang adat benar-benar mau berkata juur dan pemerintah sebagai mediator asaja, sebab pemerintah tidak akan tahu dimana batasnya, pemerintah seharusnya menjadi media yang tegas.

Melihat generasi kurang mengerti adat, menurut pendangan bapak? Menurut ambo ini sudah sangat parah, penyebabnya tidak lepas dari pemuka masarakat, oaring adat dan ninik mamak atau orang 4 jinih, generasi kini menuurt saya sudah kebangetan, jadi kita sebgai orang minag sudah kehilangan jati diri,

Harus ada langklah ekstrim, tidak bisa lagi bersifat anjuran dan nasehat, sebab tidak mereka dengar lagi karena kita maklum dengan globalisasi dan dunia maya yang non stop 24 jam mereka itu sekarang begitu bebas mengankes semuanya, meminjam ungkapan Amien Rais, “Harus dipangkas satu generasi”. Kalau kita mau dari sekarang kurikulum wajib norma atau adat di sumbar ini, kalau tidak jangan harap kita bisa jadi orang Minangkabau, kita akan tinggal kabaunya saja, Minangnya sudah hilang. Padahal orang Minang memegang falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, namun yang terjadi saat ini, itu hanya tinggal pepatah saja, aplikasinya dalam kehidupan tidak ada.
Dulu adalah adat yang berharga tapi sekarang uang yang berharga dan saat ini datuak tidak lebih dari sekedar prdiket, kalau yang sebenar datuk disaning bakar harus seperti malaikat seperti sumpahnya kateh ndak bapucuk, kabawah ndak baurek ditangah-tangah digirik kumbang, jadi kalau slah dia kan kualat, makanya jika datuak tersebut tidak daoat mengemban amanahnya maka datuak tersebut akan termakan sumpah maka banyak dari datauk-datuak tersebut ayang agak gila, bodoh dan kehilangan haraga diri dimata masarakat kususnya kemenakan.jika sjaak mamak tidak dapat menjadi panutan bagaiman nasib kemenakan , dipastikan kemenakan lebih hancur dari mamak, sesua pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari,

Kita tidak mau lagi memakai norna adat dan islam, jika saja kita beradat, yang namanya tapal batas merupakan pusako tinggi yang mana telah ada turun menurun semenjak nageri itu ada. Sekarang kita tidak menghargai warisan itu maka terjadilah konflik. Ini pusako tinggi kami yang dikomplen oleh orang muara pingai, kami tidak bisa terima.

Tanah ulayat dalam Minangkabau merupakan harga dan pusaka tinggi, bukan dibeli, di pagang tapi merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang, Tahun 2008 konflik terjadi, ke depannya mungkin saja akan kembali terjadi. Menyadari dan memperlajari sejarah, orang Minang tidak pernah mencatat sejarah, orang Minang hanya mengenal tambo dan ini diturunkan dari mulut kemulut oleh ninik mamak. Tambo kalau di spesifikkan kekaum dikebal dengan ranji. Untuk duduk bersama sudah dilaksanakan puluhan kali, dan mereka tidak pernah konsekuen dengan satu kesepakatan, seperti masak pagi matah patang. Kalau mereka menyadari dan mempelajari  sejarah maka tidak akan terjadi konflik.

Sejak tahun 80-an, telah mulai terjadi konflik, tapi kerana pemuka masarakat bisa menyeleasiakn karena ninik mamak antar dua nagari waktu itu mengerti kaa adat maka konfli itu tidak pernah panas seperti ini, sejak kedua belah pihak tidak lagi mmepunyai tokoh panutan auatu mamak yang mengerti adat maka konflik panas mulai mencuat.
Sekarang ini tokoh adat contohnya dipihak Maura Pingai, ninik mamak mengatakan ini yang benar mereka malah menapiknya, dan menagtakan mamaknya telah duiusuap oleh saningbakar. Mereka marah kepada ninik mamaknya,

Awalnya sangat-sangat jelas, tapal batas ini ditentukan oleh garis alam, kalau bukit yang miring kearah sini berati wilayah sini, kalau miring kesana berari wilayah sana, kalau lurah berair membelah, dan orang tua-tua saat itu telah mnyepakati dan sampai saat ini tapal batas tersebut masih sepeti itu. Saat zaman Pak Gamawan Fauzi menjadi bupati, batas telah ditentukan dan dipancang berdasarakan ninik mamak kedua belah pihak dan  BPN. Namun ini dipungkiri oleh pihak pemuda mereka, karena ninik mamak mereka tidak lagi punya harga diri maka mereka seenaknya saja di lawan oleh anak-anak dan kemenakan mereka. Intinya adalah masalah adat yang telah berkurang dan tetap akar dari permasalahannya adalah adat.

Sekarang semuanya telah ditangan pemerintah sebgai mediator, dan keduua nagari hanya  menunggu hasil dari pemerintah, sebab konflik ini sudah sangat-sangat kusut. Sesuai dengan Peraturan pemerintah,  pemerintah sudah mempunyai data yang konkrit dari semua elemen yang dibutuhkan jadi pemerintah sudah harus memberikan keputusan. Sebenarnya tahun 2003 sudah begitu,  namun pemuda mereka tetap mengingkari, jadi rentang 2003-2005, konflik 2003 itu sebenarnya juga sudah ada kesepakatan terus dipungkiri, muara pingai menyerang. Pemerintah mengambil kebijaksanaan berupa status Quo, sampai kapan? Dari tapal  ini berapa meter mana yang tidak boleh disentuh, namun ketentuan yang pasti maka pihak mereka merajalela lagi, mereka membikin ladang lagi, pihak saning bakar tidak bisa terima, maka kesabaran kita habis.

Sekarang tinggal menunggu keputusan  dari pemerintah, setelah dipanggil kedua pihak nagari oleh pemerintah untuk berunding dengan pemerintah sebagai medianya. Setelah  semua menyetujui dan menandatangani keputusan, ini tanpa paksaan namun berdasarkan musyawarah. Dan semua hasil perundingan diberikan kepada pemerintah dan sekarang kami tinggal menuggu keputusan dari pemerintah.

3. Lawang Mandahiling 

Bahasan berikutnya adalah penyelesaian masalah sengketa tanah, yaitu penyelesaian sengketa tanah antara penduduk nagari Lawang Mandahiling dan nagari Salimpaung. Acara dimulai dengan penyerahan surat gugatan pada Kepala KAN Lawang Mandahiling pada tanggal  17 Maret 2006. Penanganan kasus baru dimulai pada tanggal 12 April 2006 dengan digelarnya rapat pertama sengketa tanah. Mulai dari surat dimasukkan sampai dengan acara perdamaian memakan waktu 3 bulan dengan melalui  6 kali persidangan.

Acara sidang berlangsung tanggal 12 April 2006 dengan permasalahan sengketa tanah  sawah/ladang  yang terletak di Padang Jaya antara kaum Dt. Kayo suku Melayu  Salimpaung dengan kaum Dt. Paduka Sinaro suku Parit Cancang, Lawang. Sengketa tanah antar nagari ini didaftarkan pada Majelis Permusyawaratan Adat dan pada tanggal 12 April 2006 masalah ini mulai dibicarakan. Rapat pertama dihadiri oleh  Ketua KAN nagari Salimpaung; Ketua dan Sekretaris KAN Lawang Mandahiling; Kemenakan Dt. Kayo yang diwakili oleh H. Bahar, Armen, dan  Edison; Wakil dari Dt. Paduko Sinaro Lawang adalah M. Nasir (Kandang Melabung). Rapat dipimpin oleh Dt. Malingka Alam. Tahap pertama rapat adalah meminta keterangan kepada kedua belah pihak.


Pernyataan M. Nasir, dia mengklaim tanah yang disengkatakan adalah tanah pusako. Pernyataan ini dikuatkan oleh saksi-saksi yang terdiri dari: Dt. Parmato, Mani, M.T. Imran, Dt. Pardano, Tirani, Kutar (Padang Jaya), Rohana (Parit Cancang), dan Siti (Payo Badar). Menurut Nasir. Edison pernah datang setelah orangtua M. Nasir, Marayam meninggal dunia. Edison datang meminta tanah itu setengah dari luas tanah keseluruhan.


Terhadap pernyataan ini M. Nasir tidak mau bersumpah. Akan tetapi kalau pihak Dt. Kayo mau bersumpah M. Nasir bersedia memberikan seluruh tanah yang disengketakan dan memberikan rumah gadang yang ada di tengah ladang tersebut. Selanjutnya apabila pihak Dt. Kayo mau bersumpah, pihak Nasir meminta supaya tanah Bandar yang dihibahkan agar dibayarkan dan disesuaikan dengan situasi sekarang. M. Nasir bersedia menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh KAN Salimpaung dan Lawang Mandahiling.


Rapat selanjutnya diadakan pada tanggal 18 April 2006 dengan acara mendengarkan keterangan saksi. Menurut keterangan seluruh jihad/saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik kaum Dt. Kayo. Menimbang keterangan saksi-saksi ini maka KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung memberikan jalan keluar sebagai berikut:

1. Memberikan tanah yang dihibahkan oleh bapak Marayam  kepada anaknya yang berlima

2. Mengusulkan pihak Nasir bisa menerima seperempat dari lahan yang disengketakan

3. Atau tidak menerima dan melanjutkan ke Pengadilan Negeri

4. Bersumpah menerima putusan akhir
Pihak tergugat tidak bersedia menerima empat saran yang diberikan oleh KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung. Sebaliknya pihak penggugat bersedia menerima saran yang disampaikan KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung, yaitu bersumpah.

Pada tanggal 21 April 2006 rapat dengan permasalahan sengketa tanah ladang/sawah yang terletak di Padangjaya antara Edison cs. dan M. Nasir suku Parit Cancang dilanjutkan. Acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. Pertama membacakan hasil keterangan yang dihimpun dari saksi-saksi kedua belah pihak. Kedua, meminta keterangan pada pihak M. Nasir tentang sejarah tanah yang disengketakan. 

Keterangan M. Nasir tentang riwayat  tanah yang disengketakan adalah bahwa M. Nasir menerima tanah tersebut dari orangtuanya Marayam. Akan tetapi M. Nasir mengatakan Marayam tidak tahu dari mana orangtuanya menerima waris tersebut. M. Nasir tetap tidak mau bersumpah tentang pernyataannya. Apabila pihak Edison mau bersumpah maka dia bersedia memberikan tanah/ladang yang disengketakan dengan rela. Akan tetapi tanah Bandar yang dihibahkan tolong dipulangkan, sedangkan hasil panen yang ada akan diambil M. Nasir. Pihak Edison menyatakan tidak akan membayar tanah Bandar, tetapi dikompensasi sawah/ladang yang tergadai pihak Edison yang menebus. Alternatif yang ditawarkan adalah ditempuh melalui sumpah.  

Menurut keterangan M. Natsir sawah yang tergadai pada Rohana seharga 1 rupiah,  Icah seharga 6 emas, sedangkan sawah yang tergadai pada Mina belum tahu jumlahnya. Selanjutnya M. Nasir akan menanyakan jumlah harga sawah yang tergadai dan menanyakan harga uang/nilai Rp. 800,- dengan jumlah nilai harga sekarang.

Rapat lanjutan tanggal 25 April 2006 dilangsungkan di kantor KAN Salimpaung dengan acara merumuskan konsep Berita Acara antara KAN Lawang Mandahiling dengan KAN Salimpaung untuk penyelesaian sengketa tanah.  Pada tanggal 27 April 2006 Majelis kembali mengadakan pertemuan yang diadakan di kantor KAN Lawang Mandahiling. Rapat ini dihadiri oleh pihak kaum Dt. Kayo: Adytia Warman suku Bendang, Armen suku Bendang, Edison suku Bendang dari nagari Salimpaung; Ketua KAN Salimpaung Dt. Raja Tan Basa; Sekretaris KAN Salimpaung; dan Pengurus KAN Lawang Mandahiling.

Pada hari ini Selasa tanggal 27 April 2006 Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung telah memanggil penggugat dan tergugat. Akan tetapi tergugat tidak bisa menghadiri rapat karena sakit. Acara rapat, yaitu;
1. Membacakan konsep surat penyelesaian sengketa tanah sawah/ladang antara kedua belah pihak oleh KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung

2. Keterangan dari pihak penggugat, yaitu Pihak penggugat mau bersumpah tetapi terlebih dahulu tegugat menebus sawah yang tergadai; Jika tergugat mau menebus sawah yang tergadai maka pihak penggugat mau membayar tanah Bandar.

Rapat terakhir diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2006 yang merupakan rapat perdamaian. Sidang perdamaian antara Edison (penggugat) dan M. Nasir (tergugat) terdiri atas acara pelaksanaan sumpah, penandatanganan konsep Berita Acara perdamaian yang telah disetujui kedua belah pihak, dan terakhir ditutup dengan pidato pandangan umum oleh Wakil Ketua Majelis Peradilan Adat. 
2.  Pembahasan 

1. Pencegahan bukan penyelesaian

Konflik kekerasan yang terjadi diberbagai pelosok Nusantara seringkali disebabkan hala-hal kecil saja seperti tersenggol, melihat yang tak bersahabat sampai perkelahian antar pemuda. Perkelahian yang awal satu dua orang ini berlanjut menjadi perkelahian kelompok, perang antar kampung, etnis dan sampai kemudian menjadi perang terbuka dan horizontal. Kejadian yang paling aktual bentrok berdarah antara Warga Dayak dengan bugis di Tarakan. Dalam bentrokan itu, tidak kurang 5 orang meninggal dunia kedua belah pihak, puluhan luka-luka, rumah dibakar dan 30.000-an orang terpaksa mengungsi ke berbagai tempat yang dianggap aman. 

Kejadian ini seperti sudah menjadi pemdangan rutin dan sepertinya sudah menjadi sebuah budaya kekerasan dalam masyarakat. Anehnya, setelah jatuh korban, barulah semua pihak menyadari adanya yang tidak benar dalam masyarakat dan kemudian dibuatlah perdamaian. Kasus Tarakan begitu juga. Setelah jatuh korban, elite kedua kelompok kemudian membuat kesepakatan damai. Adapun beberapa butir kesepakatan damai adalah 

1. Mengakhiri pertikakaian 

2. Membubarkan konsentrasi masa 

3. Dilarang membawa senjata tajam. 

4. Memulangkan kelompok yang mengungsi 

5. Tindakan tegas aparat terhadap pelanggaran kesepakatan. (Surat kabar Kompas, 30 September 2010). 

Setelah kesepatan damai itu, memang konflik mereda dan kedua belah pihak bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan tawuran. Namun, apakah hal ini yang diinginkan, terutama menuiggu korban dulu, baik korban harta maupun jiwa manusia. 

Menyimak berbagai konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia belakangan ini, kasus Tarakan hanayalah sebuah kasus saja dari ratusan kasus yang berlangsung setiap tahunnya. Pola kekerasannya tetap saja sama yaitu antar kelompok, antar pemuda dan antar etnis. Dalam setiap kasus yang muncul, sebenarnya peta persoalan dari awal sudah tergambar yaitu adanya persoalan kecil antar pemuda, keramaian, arena olahraga dan selalu diikuti oleh minuman keras. Perkelahian individu kemudian berlanjut kelompok, suku, kampung, dan antar etnis dan kemudian satu persatu jatuhlah korban jiwa dan harta. Pengulangan sejarah selalu saja terjadi, sehingga jika ada niat baik dari pihak pemegang kebijakan, konflik ini bisa dicegah dari awal. Namun, kesan kuat yang muncul adalah semua pihak tidak pernah belajar dari berbagai kasus yang terjadi, sehingga berulang kembali. Meminjam istilah hanya keledai yang terjatuh di lobang yang sama, maka bangsa ini memperlihatkan sikap yang demikian, dimana mereka tidak pernah belajar dari sejarah. Persoalan utama adalah kenapa setelah jatuh korban jiwa, semua pihak baru turun tangan. Kenapa konflik tidak dicegah dari awal, sehingga korban jiwa, harta dapat dihindari. 

Jika melihat peta konflik, maka persoalannya terletak pada komunitas tertentu yang bertikai. Penyelesaian dari konflik akhirnya melibatkan tokoh dari komunitas yang bertikai itu. Persoalan kita adalah bagaimana upaya menguatkan komunitas, sehingga gejala dari setiap konflik yang menuju anarkis dapat dicegah dengan penguatan komunitas itu sendiri. Dalam konteks inilah, makalah ini mencoba membahas tentang komunitas sebagai basis kebijakan untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat.

Persoalan yang sering muncul adalah komunitas sebagai sebuah kekayaan justru berbalik arah menjadi sumber koflik yang tak berkesudahan. Sejarah bangsa ini sesungguhnya telah memperlihatkan bahwa konflik komunitas sudah menjadi catatan sejarah bangsa. Latief meyebutkan bahwa kekerasan justru dianggap bagian dari budaya masyarakat. Kajian-kajian historis, semuanya tidak pernah menyangkal bahwa kekerasan telah ada sejak adanya manausia sehingga kekerasan dapat dikatakan juga sebagai bagian dari budaya manusia (human culture) ( A. Latief Wiyata, 2002: 10). Namun, tindakan kekerasan juga bisa terjadi pada orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik.  Latief, sebagaimana dikutip dari Abink menyebutkan bahwa konsep kekerasan meliputi aspek yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan, yang bersifat ritual (ritual multulation) penyiksaan sampai pembunuhan (A. Latief Wiyata, 8). 

Pada pokoknya, kekerasan sudah menjadi bagian yang integral dalam komunitas. Sebagai bagian yang integral, tanpa disadari terbentuk jaringan kekerasan. Jaringan ini dapat dilihat dari  dua sisi, yaitu sebagai masalah penyakit masyarakat dan sebagai hal yang diciptakan. Penyakit sosial masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi untuk bertahan hidup, karena penindasan, ataupun perampasan hak-hak hidup. Sedangkan pola kedua adalah upaya pengusaha, penguasa, dan yang didukung oleh tentara, polisi dan preman untuk menguasai sebuah aset ekonomi dan pengaruh politik. Untuk masyarakat, biasanya asal muasal kekerasan adalah keresahan dan  ketidakpuasan. Hal ini kemudian diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Pada satu sisi, ada relative deprivation (keinginan relatif) yang muncul dari selisih antara Value Expectation (nilai harapan) dan value capabilities (kemampuan). Nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, dan nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan. Kesenjangan antara nilai harapan dengan kenyataan mempercepat terjadinya perlawanan (Robert Guur, 1971). 

Mengacu pada sejarah Indonesia modern, terutama pada masa Orde baru, konflik berhasil diredam dengan berbagai cara, kemudian menimbulkan ledakan-ledakan masa era reformasi. Simak misalnya kutipan dibawah ini.

”Isu  konflik  di  Indonesia  adalah  paduan  dari  beberapa  isu  lama yang masih berlanjut  dan  isu  baru  yang  muncul  sebagai  sisi  lain  dari  gerakan  reformasi.  Isu lama  yang  dimaksud  yakni  ketidak-puasan  terhadap  kekuasaan  dalam pemerintahan  yang  dianggap  oleh  beberapa  daerah  sangat  sentralistik,  mendikte dan  diskriminatif,  baik  yang menyangkut  pengelolaan  sumber  daya  manusia aupun  sumber  daya  alam.  Sementara  itu  isu  yang  baru  muncul  ialah berkembangnya euphoria demokrasi di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari runtuhnya  kekuasaan  rezim Orde  Baru. Konflik  yang muncul  pada masa transisi ini ialah lahirnya ke’aku’an  kelompok  yang  membedakan dengan ’mereka’, situasi ini dipertajam manakala diberlakukannya  pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001. Perbedaan antara aku dan mereka inilah yang memunculkan kondisi konflik yang menurut Koentowijoyo salah satunya bersumber dari ketidakselarasan kultural (cultural incompability). Namun, faktor kultur  sebagai  sumber  konflik  juga  dapat  muncul  dari  tiadanya  penghargaan suatu  kelompok  (seringkali  kaum  pendatang di suatu daerah) terhadap budaya dan kebiasaan  masyarakat setempat. Atau, warga pendatang  menganggap rendah kebiasaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Pada keadaan  demikian, menurut Eriksen, suatu  kelompok  etnis  atau  kelompok  identitas dapat  bangkit  ke Bali karena  warga  kelompok  tersebut  menganggap  diri  mereka  berada  di  bawah ancaman”( Thung Ju Lan, 2007).”

Melihat kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini, salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah kenapa tindak kekerasan  bisa terjadi begitu saja? Apakah tidak ada kekuatan-kekuatan yuang mampu mencegah terjadinya konflik? Mengacu pada berbagai kejadian yang berlangsung, maka hal yang terjadi adalah pemerintah khususnya aparat keamanaan hanya berupaya menyelesaikan baik dengan perdamaian adat maupun hukum positif negara untuk mengadili orang-orang yang terlibat dalam konflik. 

Padahal yang dibutuhkan adalah pencegahan tindak kekerasan. Artinya, sebelum terjadinya tindak kekerasan, maka semua pihak baik masyarakat, tokoh informal maupun formal, pihak keamanan harusnya mencegah  terjadinya konflik kekerasan itu. Salah satu cara yang efektif adalah penguatan komunitas. Bisa dipahami, karena konflik horizontal yang sering terjadi sesungguhnya berlangsung pada lapisan bawah masyarakat. Dengan adanya penguatan komunitas dengan berbagai elemen didalamnya seperti toko-tokoh informal, pemuda dan elemen yang berpengaruh lainnya, maka pencegahan konflik bisa diatasi. Perhatian khusus terutama pada kelompok pemuda, yang seringkali menjadi pemicu atau penyebab langsung dari peristiwa itu terjadi. 

Hal pokok lainnya adalah adanya aturan yang ketat pelarangan minuman keras dan sejenisnya. Konflik horizontal seringkali dipicu oleh kelompok pemuda yang minum-minuman keras, sehingga dalam ketidakstabilan dan kewarasan, mereka melakukan berbagai tindakan anarkis, yang kemudian berkembangan menjadi perang antar kampung, anatar etnis atapun anatar golongan.

2. Adat Minangkabau menjadi Modal Sosial pemecahan konflik

Modal sosial merupakan suatu mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat yang memimpinnya, institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai ’sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan secara kolektif’. 

Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertentangan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Modal sosial bisa berwujud mekanisme yang mampu mengolah potensi menjadi sebuah kekuatan rill guna pengembangan masyarakat. Hal seperti ini biasanya terdapat dalam masyarakat itu sendiri, terutama kekayaan kearifan lokal yang mereka miliki dalam melihat dan menyrelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

Pengertian sosial bounding adalah, tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan dengan keluarga lain yang mungkin masih dalam satu etnis. Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan rasa empati/kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. Rule of law (aturan main) merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas serperti aturan Undang-Undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan dapat diberikan kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Norma-norma itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting adalah modal sosial yang ada yang memberikan pengaruh yang baik dan yang memberikan pengaruh yang kurang baik.

Penguatan dalam hal kerjasama; dalam hal ini penguatan yang dilakukan adalah membantu masyarakat mampu mengelola resiko sosial. Karena setiap orang adalah rentan terhadap resiko, modal sosial dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau merepon goncangan. Menemukan identitas asli dari masyarakat itu sendiri; dengan segala kekurangannya modal sosial dapat membangun kesadaran kelompok sehingga orang merasa menjadi bagian dari masyarakatnya. Menguatkan jaringan sosial; dengan modal sosial elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola resiko, yang didasarkan pada hubungan sosial informal, dan yang lain didasarkan pada organisasi formal. 

3. Silang budaya Menuju Intrasi bangsa


Dalam masyarakat Minangkabau, silang budaya menjadi pemandangan yang cukup uniq. Betapa tidak, keragaman unsur budaya dari berbagai etnis menerobos memasuki ranah budaya etnis Minangkabau itu, sehingga budaya perilaku etnis ini mencerminkan keterbukaannya menerima berbagai anasir budaya asing. Dalam konteks keterbukaan, yang terjadi adalah peralihan kebudayaan, memunculkan satu bentuk baru. Lombard menyebutkan bahwa pendekatan dalam melihat masalah ini adalah melalui busana, tingkah laku dan bahasa (Lombard, 2000:156). Mengambil satu contoh kasus sederhana adalah pakaian kebesaran adat penghulu Minangkkabau.  

Melihat dari pakaian Adat penghulu Minangkabau, baik perempuan maupun laki-laki,  ada hal yang aneh, sekaligus menarik dan mencerminkan keterbukaan budaya etnis ini. Betapa tidak, jika dilihat satu persatu dari pakaian adat itu, ada warna budaya luar yang sangat kental seperti kopiah Aceh, baju gunting Cina dan teluk Benggala (India), sunting Cina, sarung Bugis dan pentalon Jawa. (Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, 1988: 88-90). Lantas, yang manakah dari pakaian pembesar dari elite pengulu yang murni berasal dari etnis Minangkabau? Setidaknya,  itulah pertanyaan yang sering dilontarkan tentang cara berpakaian dalam budaya Minangkabau.

 Persoalan utama bukan saja mamak yang asli dan yang datang, akan tetapi adalah bagaimana cara etnis Minangkabau menerima pengaruh luar sehingga keragaman itu menjadikan mereka kaya terhadap warna budaya. Dengan kata lain, strategi budaya yang dikembangkan dalam upaya menuju kesatuan dalam keragaman adalah membuka diri terhadap pengaruh asing, sehingga masyarakat tidak akan ketinggalan. Dalam sejarah etnis Minangkabau ini, pola keterbukaan menerima pengaruh budaya luar sudah berjalan dan sesuai pula dengan filosofis dasar adatnya yang berbunyi ambil yang bagus dan tinggalkan yang jelek.   (Datuak Sanggono Diradjo,1955:45-50)

Memahami budaya perilaku masyarakat Minangkabau, sangat jelas bahwa interkasi dari luar sangat kuat. Dalam berpakaian saja sebagaimana diungkapkan diatas terlihat bahwa hampir semua yang dianggap sebagai pakaian kebesaran Minangkabau, ternyata adalah pengaruh budaya dari luar. Silang budaya dalam berpakaian saja sudah memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau sesungguhnya sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, sehingga menjadikan perilaku budaya masyarakatnya menjadi dinamis, terbuka dan penuh dengan dialektik (Navis, 1983:68-69). 

4 Dialektika Sebagai Dinamika Dalam Konflik 


Melihat hal yang paling dasar dari dinamika budaya Minangkabau, ada berbagai perilaku nilai yang mendukungnya. Dalam budaya Minangkabau, ada pepatah berbunyi : Basilang kayu dalam tungku, di situ api mako nyo hiduik (Bersilang kayu dalam tungku, disana api bisa menyala). Memahami pepatah petitih diatas secara ilmu fisika, memang ada benarnya. Jika kayu disusun lurus-lurus dalam tungku tempat memasak, maka api tidak bisa hidup, karena tidak ada rongga udara. Penting sekali keberadaan rongga udara itu undah mendorong api bisa menyala. Namun, jika dibuat bersilang, maka ada rongga udara yang membuat api menyala. Fenomena alam ini dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seharihari masyarakat Minangkabau. Ungkapan yang terkenal itu yaitu Alam Terkembang Jadi guru, merupakan contoh nyata  masyarakat memahami fenomena Alam (Navis, 1986).

Dalam konteks budaya perilaku, makna terpenting dalam pepatah itu adalah berbagai silang perbedaan akan menumbuhkan dinamika dalam masyarakat.  Tafsir penting dari pepatah ini adalah silang sengketa ataupun perbedaan diakui sebagai suatu keharusan dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaan ini kemudian dimaknai sebagai sebuah perilaku untuk menciptakan sebuah dinamika dalam masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki batu pijakan  konflik sebagai sebuah keharusan yang dijaga kesinambungannya.

Makna pokok dalam perbedaan budaya Minangkabau ditandai dengan perlikau konflik dalam masyarakat. Konflik sangat penting sekali bagi masyarakat Minangkabau, karena konflik dianggap sebagai sumber dinamika. Bahkan, dalam acara-acara tertentu seperti pesta perkawinan, atau pengangkatyan penghulu, dikatakan bahwa jika tidak piring yang pecah, maka pecahkan lah satu, atau sembunyikan. Makna sesungguhnya adalah tidak ada kehidupan itu yang berjalan lurus, tetapi penuh liku dan onak duri, sehingga masyarakat diajarkan untuk menghadapi semua situasi yang sulit, berat dan susah. Hal ini menjadi penting, karena budaya merantau masyarakat mengharuskan mereka untuk hidup dalam aneka budaya yang berbeda, sehingga masyarakat di minta untuk eksis menghadapi segala bentuk situasi dan perilaku yang beraneka  ragam dari manusia. (Mochtar Naim, 1984). 

Corak konflik yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau ada pada ketiga bentuk di atas itu. Hanya konflik sesungguhnya sudah merupakan suatu tradisi hidup sehari-hari dalam masyarakat. Artinya, konflik tidak hanya sebagai suatu tindakan kekerasan, akan tetapi pola berpikir sudah didasari pada konflik.


Konflik sudah menjadi bagian keseharian dari kehidupan masyarakat di Minangkabau. Hanya saja konflik yang berkembang bukanlah dalam bentuk fisik atau kekerasan, akan tetapi lebih menonjol kepada konflik watak atau pemikiran. Taufik Abdullah mengutip dari Bousquet melukiskan bentuk perpaduan antara adat dengan Islam yaitu Ranah Minangkabau sebagai daerah yang kuat adat, tetapi mengalami proses Islamisasi yang dalam, sehingga menimbulkan paradoks yang mencolok dalam sosiologis Islam, sedangkan Ronkel bertanya-tanya betapa antitesa dengan agama dunia dapat menghasilkan sintesa yang kemudian menjadi dasar bagi watak Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987: 104).

5. Konflik Kekerasan sebagai Penyimpangan Budaya

Konflik dimaknai sebagai upaya menuju intgritas bangsa kadangkala malahan terjadi sebaliknya. Konflik yang seharusnya adalah upaya dialektika dalam menghadapi masalah, namun karena kerendahan daya pikir sebagian masyarakat, nilai yang seharusnya bermkana positif itu berubah mejadi negatif. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini, seringkali memperlihatkan tanda-tanda hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah persoalan kecil bisa saja membuat nyawa melayang. Teriakan maling terhadap seseorang yang belum tentu melakukannya, bisa saja membuatnya dibakar massa. Ketidaksengajaan, persenggolan di jalan ataupun terinjak kaki dalam sebuah keramaian, bisa menjadi  bacakak banyak  (Tawuran antar kampung) (Zaiyardam Zubir, 2008:50-55). 


Bacakak banyak antar kampung sesungguhnya bukanlah hal baru dalam budaya Minangkabau. Belakangan ini, bacakak  antar kampung itu menjamur kembali. Jika dilihat asal muasalnya, setidaknya dapat dikategorikan atas dua hal pokok yaitu yang bersifat laten dan temporal. Persoalan yang bersifat laten adalah tanah dan penguasaan sumber daya alam dan tanah seperti sarang walet seperti di Pulau Punjung kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Tinggam Kabupaten Pasaman. Persoalan hasil tambang seperti tambang emas dan batu bara di kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Persoalan batasan tanah yang tidak tegas sesungguhnya merata terjadi di setiap kampung di Sumatera Barat. Batasan yang tidak tegas satu kampung dengan kampung lainnya seringkali menjadi sumber utama konflik. (Pador, 2002: 46)

Konflik ini yang sudah terjadi secara turun temurun, kemudian menjadi warisan dalam masyarakat sebagai potensi besar sumber konflik. Bahkan konflik sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas dan seringkali dengan tindakan kekerasan, seperti bacakak banyak. Hal iniah yang menjadi persoalan besar di dalam masyarakat perkampungan di Sumatera Barat, yang ditandai kualitas dan kuantitas dari korban bacakak banyak. 

Persoalan laten di atas dengan mudah dipacu oleh hal-hal yang sifatnya sangat sederhana. Menggoda perempuan di jalan, terinjak di keramaian, pertandingan sebokbala, pesta, pasar, dan tempat umum lainnya merupakan arena perkelahian. Polanya sederhana saja dan sangat cepat. Seorang pemuda terinjak kakinya oleh pemuda lain dalam keramaian, maka angsung terjadi perkelahian. Setelah dipisahkan dan kemudian mengalah salah satu, perkelahian berhenti. Biasanya, 1 - 2 jam kemudian, terjadi perkelahian antar kelompok pemuda. Jika sudah demikian, maka potensi bacakak antarkampung semakin luas dan dapat berlangsug berhari-hari. Dalam bacakak antar kampung itu, setiap laki-laki turun ke arena pertempuran untuk menghancurkan lawan, sedangkan kaum perempuan dilibatkan untuk menyiapkan logistik perang.(Zaiyardam Zubir, 2008). 

Bagian yang terburuk dari budaya Minangkabau ini adalah solidaritas primitif yang dimiliki warga. Dengan ungkapan Tagak ba kaum, mambela kaum Tagak ba suku, mambela  suku.Tagak ba nagari, mambela nagari (jika ada yang menyerang kaum, maka kaum dibela. Jika ada menyerang suku, maka suku dibela. Jika ada menyerang  nagari, maka nagari dibela). Persoalan siapa yang salah, tidak menjadi hal pokok. Yang penting, bela dulu nagari, dari setiap penyerangan fisik yuang dilakukan oleh pihak luar. Dalam perang paderi pun, sesungguhnya perang yang terjadi bukanlah kesatuan dari masyarakat Minangkabau, akan tetapi lebih pada perang belanda melawan kampung-kampung di Minangbakau (Dobbin, 1992)

Situasi ini diperparah dengan ketidakstabilan politik, terutama konflik di tingkat elite, yang sesungguhnya  tidak menguntungkan bagi kehidupan di kalangan rakyat. Banyak pihak yang memprediksi bahwa terjadinya krisis  yang melanda republik ini, jika  tidak segera diambil langkah-langkah antisipatif sejak dini, maka akan dapat membubarkan tatanan kehidupan bangsa yang telah susah payah dibangun oleh the founding fahther. Disadari atau tidak, proses penghancuran bangsa ini sudah berjalan sedemikian teraturnya, sehingga berbagai kasus yang muncul menggambarkan, bagaimana kerakusan yang diperlihatkan oleh elite bangsa ini dalam mengurus negara. Kasus yang paling hangat adalah pencebolan bank Cenutry. Mengutip pendapat Abdurrahman Wahid “Bukankah SBY berkata akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun, oleh Aditjondro menyebutkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pengusaha dan setingkat menteri, akan tetapi sudah sampai melibatkan keluarga cikeas didalamnya. Lebih jauh dikatakannya bahwa pengalihan dana melalui bank Century, LKBN Antara atau korporasi-korporasi lainya terdorong oleh gencarnya usaha SBY serta pendukungnya untuk kembali memastikan jabatannya kepresidenan yang kedua ( Aditjondro, 2009:31). 

Kondisi sosial yang buruk dalam masyarakat, membawa dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah pengaruhnya  terhadap  tingkat produktifitas masyarakat. Pada sisi  lain, perlu disadari bahwa daya tahan masyarakat terhadap kondisi tersebut kian hari, kian melemah. Alhasil, implikasi konkrit dari krisis  tersebut adalah munculnya beraneka ragam masalah sosial, ekonomi, agama, dan krisis kepercayaan  dalam masyarakat. Beberapa kasus nyata  yaitu terjadinya perang antarkampung di berbagai tempat di Minangkabau.

Sementara itu, kehidupan keberagamaan sendiri tidak memperlihatkan bentuk yang sesungguhnya. Agama hanya pada taraf simbol , bukan pada tahap praktek. Meminjam istiolah Geertz, tentang abangan, maka kelompok abangan ini sudah memiliki pola yang sama di Minangkabau (Geertz, 1983). Sebuah pengalaman lapangan di jantung penduduk Islam memperlihatkan sebuah pem,andangan yang kontras. Berkumandangnya azan magrib menyeruak sampai ke pelosok nagari. Dibantu oleh pengeras suara, suara azan mencapai radius 5 km. Artinya, satu mesjid itu cukup mengingatkan orang kampung untuk shalat ke masjid. Namun, anehnya ketika menginjakkan kaki di masjid, (sebuah masjid yang megah dan besar, barangkali dapat menampung 1000 jamaah), yang ditemui hanyalah orang – orangtua yang sedang sembahyang dengan 14 laki-laki, dan 7 perempuan, hanya inilah para jamaah yang mengisi shalat magrib. Lantas, yang lainnya bagaimana? Satu hal yang pasti, anak-anak muda masih asyik di warung-warung dan kaum ibu asyik mengasuh anak-anak mereka. Sebuah pertanyaan sederhana muncul, bagaimana sesungguhnya ke Islaman orang Minangkabau itu ? Pertanyaan di atas agaknya tepat diajukan, karena keber- agamaan kian hari semakin memudar. Negeri yang konon katanya Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah hanya ada dalam spanduk saja. Artinya, walaupun pada umunya masyarakat memeluk agama Islam,  tetapi masih sebatas kulit luarnya saja. Pada hal, berbagai fasilitas keaagamaan cukup memadai. Namun, Mesjid lebih banyak diisi oleh orang-orang tua saja. Agama yang seharusnya dapat dijadikan filter bagi kemaksiatan telah gagal, apalagi untuk menjadikannya sebagai sebuah ideologi. Akibatnya, berbagai persoalan kemanusiaan yang timbul dalam masyarakat gagal pula diperbaiki. 

Ilustrasi di bawah ini memberi gambaran tentang keberagaamaan masyarakat Minangkabau (Zaiyardam Zubir:2002: 266) pada sebuah komplek perumahan yang mana dalam komplek itu berlangsung berbagai tindakan deviant, seperti pelacuran, minuman keras,  judi siang malam, kondom, ganja, opium, narkotika, sabu-sabu, dan pil kaplo dijual disudut-sudut rumah. Sementara di lokasi yang sama berdiri sebuah musala berukuran 2 x 3 menjulang di bagian sudut paling belakang komplek. Kemudian, pada pintu gerbang -yang bernuansa atap bergonjong- sebagai pintu masuk  komplek itu,  terpampang sebuah spanduk besar yang ditulis dengan huruf kapital:  

“DI TANAH KOMPLEK PERUMAHAN INI BERLAKU HUKUM” “
ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’  BASANDI KITABULLAH ”


Dinamika dalam konflik sebagai budaya yang seharusnya menjadi alat pendorong kemajuan berganti menjadi penghambat. Masyarakat mudah terdorong untuk melakukan tindakan anarkis, sehingga dinamika dalam konflik yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau menjadi dinamika dalam konflik kekerasan. 

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi, ada sebuah gambaran semu bahwa pelaku kekerasan ini bukanlah murni dari masyarakat, akan tetapi ada tangan-tangan tersembunyi yang bermain di dalamnya. Pencaplokan tanah, penguasaan sumber daya alam dan kepentingan elite politik juga penyebab elite terlibat dalam konflik itu. Simak misalnya ungkapan seorang pengusaha nasional yang terlibat konflik tanah. Pengusaha itu menyatakan “jika masyarakat bertindak anarkis, maka saya bisa membalas dengan 100 kali lebih anarkis pada tanah yang mereka sengketakan”. (Zaiyardam Zubir, 2008: 35). Ancaman pengusaha ini sesungguhnya sangat mematikan karena ia bisa menggunakan tangan-tangan lain untuk melawan rakyat, terutama tangan militer dan preman. Berbeda dengan aksi anarkis yang dilakukan masyarakat, yang hanya sebatas tindakan sporadis, dengan senjata yang mereka miliki senjata seperti demontrasi, sabotase, menjelek-jelek nama atasan, fitnah, boycot, dan pembakaran, sebagai senjata orang-orang kalah (James C. Scott, 2000). Namun, seorang pengusaha bisa lebih anarkis lagi, karena mereka memiliki modal besar untuk menggerakkan berbagai kekuatan melawan rakyat. Dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa membeli penguasa, hukum, aparat keamanan, dan preman untuk melawan kekuatan rakyat. Jaringan antara pengusaha, militer, preman, dan penguasa bisa muncul secara samar dan bahkan secara terang-terangan dalam berbagai konflik.   

Dalam setiap konflik yang muncul, dampak langsung bukanlah dirasakan oleh elite politik. Kelompok yang mengalami kerugian dan menjadi korban justru masyarakat sehingga membuat kehidupan yang sudah susah menjadi semakin parah. Hal yang tidak dapat dihindari adalah semakin memburuknya kondisi masyarakat. Konsekwensi logis adalah terjadinya penurunan kualitas kehidupan. Secara ekonomis, jelas sekali akan mempengaruhi produktifitas kerja karena energi mereka telah dihabiskan untuk konflik. Hal yang tak dapat dielakkan adalah kemampuan bertahan (survivalI) masyarakat makin lama makin lemah sehingga dapat menimbulkan rasa frustasi baru. Implikasi konkrit dari konflik yang terjadi adalah munculnya masalah sosial, ekonomi, agama, dan krisis kepercayaan  dalam masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, persoalan kecil saja seperti  seggolan ditempat keramaian ataupun pencurian, bisa berakibat fatal pada jiwa, harta, dan benda.  Bahkan ebih parah lagi, bisa menjadi perang antar etnis, agama, dan golongan yang dapat menelan korban jiwa dan harta. 

6. Dialektika Minangkabau Menuju Integrasi Bangsa


Pada gilirannya, memahami silang budaya dalam konteks Minangkabau sesungguhnya menjadi hal yang sesuai sekali dengan nilai-nilai dasar dari budaya Minangkabau itu sendiri. Betapa tidak, berbagai nilai yang dimiliki budaya Minangkabau memang mengharuskan mereka untuk mencari berbagai ilmu, pengetahuan dan nilai dari dari luar. Konsep merantau bagi masyarakat Minangkabau misalnya, mengharuskan setiap orang -terutama untuk pemuda- pergi meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu dari luar.  Kaum muda dianggap belum berguna di kampung halamannya, karena tidak memiliki ilmu dan kekayaan.


Dalam perantauannya, mereka mencari ilmu dengan caranya sendiri berbagai, sehingga tidak mengherankan mereka memiliki corak yang beragam dalam alur dan aliran pemikirannya. Keragaman ini sangat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang biasa, karena setiap orang seharusnya tidaklah menjadi pengekor dari yang lain. Dengan budaya egaliter yang dikembangkan dalam masyarakat, berbagai perbedaan diterima sebagai hal yang seharusnya sehingga menimbulkan dinamaika dalam masyarakat. Persoalan terjadi perbedaan yang satu dengan lainnya, memang itulah inti budaya Minangkabau, karena dengan adanya perbedaan itu, maka diharapkan menuju sebuah pembentukan nilai baru yaitu nasional Indonesia. 


Sebagai penganut agama Islam, masyarakat Minangkabau menempatkan Islam sebagai landasan berpikir dan berintdaknya. Dengan misi “Adat Basandi Syara’ (Agama), Syara’ Basandi Kitabullah (Alqur’an), maka masyarakat menjadikan kedua nilai ini sebagai sebuah proses menuju integrasi. Mengutip  ayat Alqur”an yang berbunyi  Allah menciptakan kamu atas berkaum-kaum dan berbangsa, supaya kamu saling kenal-mengenal,  dimaknai dalam budaya Minangkabau bahwa perbedaan sesungguhnya sengaja diciptakan oleh Allah SWT.  Dengan perbedaan ini, kemudian mereka mengkaji dan mempelajari masyarakat lainnya, sehingga kemudian menemukan nilai-nilai baru sebagai suatu dialektika dengan nilai yang ada.


Dialektika Alam, rantau dan dialog antara alam dengan rantau itu kemudian menjadi kunci memahami porang Minangkabau. Alam bukanlah Minankabau yang teramat sempit di pantai barat pulau Sumatera, akan tetapi  alam adalah dimana bumi diinjak, disana langit dijunjung. Artinya, batasan geografis tidak dikenal dalam budaya Minangkabau. Selain dari wilayah inti budaya Minangkabau yaitu Luhak nan Tigo (luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Limapuluh Kota), diluar itu dianggap sebagai rantau. Ranatau menjadi teramat penting untuk mempertaruhkan masa depan. Hidup, kejayaan dan kebesaran. Hanya ranatau yang menjanjikan kesuksesan bagi seorang Minangkabau. Ketika mereka di rantau, hal yang tak dapat dielakkan adalah terjadi dialektika dengan berbagai budaya, ideologi dan adat istiadat dari luar. Kesemuanya menjadi hal penting dan diharuskan dalam budaya Minangkabau. Jikapun ada yang terpangaruh ideologi Islam, kapitalis, nasionalis, sosialis, marxis, ataupun ideologi lainnya, semuanya menjadi hal yang wajar, karena adat mereka menganjurkan dan bahkan mengharuskan mereka melakukan hal-hal yang demikian itu, sebagai upaya untuk membesarkan dan memperkaya nilai-nilai budaya.

Perjalanan silang budaya semakin mudah, ketika masyarakat Minangkabau memiliki budaya yang egalaiter dan demokratis. Artinya, seseorang diangkat menjadi pemimpin hanya satu langkah daripada yang dipimpinnya dan satu ranting lebih tinggi daripada anggotanya. Dengan demikian tidak terdapat suatu hirarki yang vertikal antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. “Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” (Datuk Sungguno Dirajo, 1955: 52). Sebagai gambaran kedudukan setiap individu dalam masyarakat yaitu: 

Ukuran-ukuran yang dipakai bukan maunya yang mengatur (pemimpin), tetapi berdasarkan ukuran “alur dan patut” dengan segalanya berorientasi pada kepentingan orang banyak. Yang menentukan kata putus bukanlah orang yang di sana, tetapi adalah “hukum” yang didasarkan kepada prinsip alur dan patut serta pada kebenaran (Mochtar Naim, 1987: 213).


Hal ini dapat dipahami, bahwa hirarki kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau lebih cenderung berorientasi ke dalam bentuk kepemimpinan yang demokratis. Hubungan dengan pemimpin atau bahkan dengan raja diungkapkan dalam bentuk “Raja alim raja disembah, raja zalim raja dibantah” (Datuk Sunggono Dirajo, 1955) ini menggambarkan bahwa semua perkataan dan perbuatan raja bisa saja dikritik dan dilawan kalau raja itu salah. Raja itu juga manusia biasa yang mempunyai sifat khilaf dan salah.

Dalam konsep budaya Minangkabau tidak berlaku perkataan bahwa “Raja tidak pernah bersalah, sebab ia titisan dewa di bumi dan setiap yang dikatakan oleh raja adalah benar dan tidak boleh dibantah”. Memang dalam hierarki struktur pemerintah di Minangkabau terdapat dua corak yaitu corak “Bodi Caniago” yang lebih bersifat demokratis dan corak “Koto Piliang” yang lebih bersifat aristokrasi. Walaupun Koto Piliang lebih bercorak aristokrasi, namun dalam pengkulturan raja tidak dikenal dalam budaya suku ini di Minangkabau. 

Dalam proses pencarian kebenaran, memang terdapat hirakis dari bawah keatas, dari kemanakan samapai makan dan seterusnya. Namun kata final tetap pada  kebenaran irtu sendiri, bukan pada elite yang tertinggi. Simak pepata dibawah ini :

Kemenakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka penghulu

Penghulu barajo ka nan bana

Bana badiri sandiri

(Kemenakan beraja ke mamak

Paman beraja ke penghulu

Penghulu beraja ke kebenaran

Kebenaran berdiri sendiri)

 Catatan sejarah panjang Indonesia sesungguhnya memperlihatkan warisan penting dari etnis Minangkabau ini adalah penciptaan Indonesia itu sendiri. Kaum terpelajar yang menimbah ilmunya di Eropa maupun Timur Tengah dekade awal abad 20, ketika pulang ke Indonesia, mereka tidak lah memikirkan Minangkabau yangsempit itu, akan tetapi mereka memikirkan Indonesia. Dalam usia amat muda misalnaya, Tan Malaka sudah menulis Naar de Republiken Indonesia. Jelas sekali, manusiaTan Malaka ini sesungguhnya sudah memikirkan Indonesia, sehingga oleh majalah tempo dinobatkan sebagai bapak republik, namun ilupakan (Tempo, Agustus 2008). Jadi, untuk memahami Minangkabau sebenarnya dapat dilihat dari silang budaya yang mereka kembangkan untuk menuju Integrasi nasional Indonesia.

Lantas, jika sesudah bercampur aduk berbagai budaya luar, akan hilang Minangkabau. Taufik Abdullah membuat sebuah credo bahwa hal yang paling fundamental dari seorang Minangkabau adalah keminangkabauan yang mutlak adalah berdasarkan keislaman. Hanya keterlepasan dari ke-Islaman, akan menghapuskan ikatan dengan Minangkabau. Adat, ideologi, aliran ataupun isme-isme lainnya yang lainnya adalah hanya sebagai kembang-kembang untuk menyemarakkan taman (Taufik Abdullah, 1984:154). Pepatah yang berbunyi “Adat dipakai usang, agama dipakai baru”, memperlihatkan bahwa adat Minangkabau suatu saat akan berubah dan berubah terus sesuai dengan perkembangan zaman, namun agama tetap menjadi bagian yang meletak dalam diri seorang Minangkabau. 

Mengacu pada Tan Malaka misalnya,  walaupun ia dikenal sebagai tokoh komunis, namun ia tetap seorang Minangkabau, karena bagaimanapun ia tetap seorang muslim. Simak kata Tan Malaka: Ketika menghadap Tuhan, saya seorang Muslim,  tapi manakala berhadapan dengan manusia, saya bukan Muslim (Pidato di kongres Komunis Internasional ke 4 di Moskow, 1922). Menyimak statement ini dengan lebih dalam, Tan Malaka sesungguhnya tetap saja seorang Minangkabau, yang tidak menanggalkan Ke-Islamannya. Marxis bagi Tan Malaka hanayalah sebagai alat untuk memperjuangkan kemedekaan, karena ideologi yang paling radikal melawan imperalisme Belanda adalah Marxisme, terutama upaya melawan penjajahan. Persoalan keagamaan, Tan Malaka tidak tercerabut dari akar budayanya yaitu sebagai seorang pemeluk agama Islam. 

Penutup kata, warisan penting dalam budaya Minangbakau dalam kehidupan berbangsa adalah kemampuannya dalam mensinergikan berbagai silang budaya yang ada, sehingga menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Mengacu pada pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa, tokoh-tokoh besar dari etnis ini memperlihatkan keragaman tokoh dengan berbagai ideologi. Ideolog-ideolog bangsa yang berasal dari etnis Minangkabau juga beragam seperti Hatta dan Sahrir yang sosialis, Agus Salim, Hamka,  Ahmad Khatib dan Natsir yang Islamis, Tan Malaka Haji datuak Batuah dan Aidit yang Marxis dan Yamin yang Nasionalism. Silang budaya dan ideologi yang mereka miliki tidak harus membuat mereka berpecah belah, Sejarah memperlihatkan, mereka merupakan tokoh-tokoh besar dari republik ini yang turut membidani Indonesia Merdeka. Silang budaya bagi etnis Minangkabau ini adalah langkah menuju penguatan integrasi bangsa. 

7. Pelajaran dari Dayak alimantan  dan Lawang Minangkabau

Asumsi bahwa orang Dayak adalah etnis yang suka kekerasan melekat dalam pandangan masyarakat. Asumsi ini kemudian diperkuat oleh budaya Arrau. Budaya Arrau adalah adalah mas kawin yang diminta perempuan berbentuk tengkorak kepala manusia. Semakin tinggi kedudukan perempuan, maka semakin tinggi pula kedudukan tengkorak manusia yang dimintanya seperti tengkorak kepala suku musuh dari perempuan itu. Dalam proses pencarian tengkorak itu, juga menyimpan cerita kepahlawanan untuk mendapatkannya, karena harus berperang dulu dengan lawan-lawannya. (Bonifasius Juk, 2005) Namun demikian, belakangan ini budaya Aurau ini tidak lagi berkembang dalam masyarakat. Jikapun mempelai wanita meminta tengkorak manusia, maka dibolehkan tengkorak manusia yang telah mati, tidak lagi tengkorat manusia yang didapatkan melalui pertempuran dan peperangan.  Untuk masyarakat Dayak Aoheng, budaya Aurau ini juga tidak pernah mereka temukan lagi dalam beberapa generasi. Bahkan, secara folklore pun mereka menyatakan bahwa itu tidak terjadi dalam suku mereka, akan tetapi pada suku Dayak lainnya (Zaiyardam Zubir, 2009). 

Untuk merubah paradigma tentang sifat atau ungkapan yang melekat pada satu suku etnis, memang menjadi hal berat untuk dilakukan. Perang Antar suku antara Dayak dengan Madura di Kalimantan mewariskan pemikiran tentang kekerasan di Kalaimantan. Pada hal, pada banyak tempat, konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, tapi denda adat. Pada suku dayak Aoheng, seorang pencuri ayam dihukum dengan denda adat berupa  Tajau, Mandau,  Gong dan 2 ekor ayam. Jika seorang wanita berselingkuh pria lain, mereka dihukum dengan adalah Gong, Tajau, Mandau serta membayar uang atau barang sejumlah mas kawin kepada  suaminya atas perselinghkuhan yang telah dilakukannya. Jika sang suami kemudian menceraikan istrinya, laki-laki yang berselingkuh tadi tetap saja membayar denda yang dikenakan. Kasus perselingkuhan ini jarang menjadi konflik kekerasan, karena denda yang dibayarkan sangat tinggi, sehingga masyarakat berpikir ulang untuk melanggarnya (Mikhail Coomans, 1987)

Dalam kasus pembunuhan, hukuman adat adalah Gong, Tajau,  Mandau, dibuang dari kampung halaman dan sebidang ladang. Namun demikian, khusus untuk kasus pembunuhan ini, rapat adat juga menambah hukuman ini dengan hukuman negara yaitu penjara. Setalah sang pembunuh keluar dari penjara, maka hukuman berikutnya adalah dilarang pulang kampung. Alasan utama pengusiran sepanjang adat  adalah keluarga korban akan menuntut balas atas kematian yang diterima saudara mereka, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah, maka orang yang telah membunuh itu harus pergi meninggalkan kampung halamannya  untuk selamanya. Hukum adat ini menjadi efektif karena pihak yang salah terhindar dari balas dendam (Zaiyardam Zubir, 2009). 


Contoh etnis lain seperti Minangkabau juga memiliki kearifan sendiri dalam menyelesaikan konflik, terutama konflik tanah yang sangat tinggi jumlahnya. Disadari bahwa persoalan tanah sering menjurus menjadi konflik kekerasan yang dapat menimbulkan kematian dari pihak yang bertikai. Simak misalnya laporan Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Sumatera Barat  tentang  konflik tanah di Sumatera Barat. Laporan tahunan Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Sumatera Barat menuliskan bahwa dari 310 kasus yang masuk, 245 kasus adalah masalah tanah. Jadi kasus konflik tanah mencapai 79 % dari aneka kasus yang terdapat di Sumatera Barat. (Depkeh dan HAM Provinsi Sumatera Barat  tahun 2003). Surat kabar Haluan dalam salah satu beritanya  melaporkan bahwa hampir 70 % pembunuhan yang terjadi di Sumatera Barat berawal dari konflik tanah (Surat kabar Haluan, 12 Mei 2005). 

 Pelajaran penting yang dapat ditarik dari konflik tanah di Minangkabau haruslah memahami secara seksama dari awal tentang sistem pemilikan tanah itu sendiri. Pola pemilikan tanah di Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya seperti di Jawa, sehingga dalam menuangkan kebijakan tentang tanah tidaklah bisa digeneralisasikan.  Bahkan untuk setiap negeri pun memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pemilikan tanah itu, sehinghga muncul ungkapan adat selingka nagari, di mana adat istiadat, termasuk didalamnya tanah hanya berlaku pada batas-batas nagari itu. Di Minangkabau tanah merupakan milik satu kaum atau suku. Kepemilikan tanah yang bersifat pribadi sesungguhnya tidak dikenal dalam budaya, sebab setiap tanah merupakan milik komunal. Namun dalam perkembangannya, tanah itu mulai digadaikan dan dijual, terutama oleh penghulunya yang berperan penting dalam pengendalian tanah. 

Persoalan penjualan atas tanah ulayat ini berpotensi  konflik dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari peta konflik tanah, yang menjadi persoalan yang paling banyak menyita perkara di pengadilan. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik tanah kemudian  menjadi bumerang bagi masyarakat, pengusaha, dan penguasa sehingga dibutuhkan alternatif lainnya seperti perdamaian adat. Langkah seperti ini sebenarnya sangat memungikan, karena setiap lokal memiliki kerarifan dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada, tanpa harus melakukan tindak kekerasan. 

Pemikiran dasar dari perdamaian berbasiskan adat ini berarti konflik tanah yang terjadi akan diselesaikan pada tetua adat dan lembaga-lembaga atau lazim disebut urang empat jini (orang-orang terhormat) yaitu Penghulu, bundo kandung, cerdik pandai, Alim Ulama. (A.A. Navis, 1985). Dengan demikian, setiap konflik diselesaikan melalui perdamaian adat melibatkan elite lokal. Mengembalikan peran penghulu dalam penyelesaian konflik tanah dirasakan berat, karena eksistensi penghulu sendiri dalam masyarakat tidak dominan dan semakin memudar, karena sering menjuual harta pusaka, sehingga menjadi sumber konflik.  Bahkan, dalam banyak nagari, penghulu dalam jumlah yang besar berada di perantauan, sehingga melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik tanah semakin sulit. 

Dalam beberapa penyelesaian konflik yang ada, beberapa daerah seperti Lawang Mandailing Tanah Datar sudah mencoba menyelesaikan konflik ini berdasarkan perdamaian adat. Dengan mendirikan Majelis Peradilan Adat (MPA) yang dipegang oleh tokoh-tokoh adat, hal ini menjadikan elite tradisional penghulu berperan besar dalam mengatasi konflik dan menempatkan mereka kembali kepada posisi sebagai tetua adat yang harus dihormati dan disegani oleh anak kemanakan dan orang kampung. Dalam beberapa kasus penyelesaian konflik tanah, hal ini berjalan sesuai dengan keinginan pihak yang bertikai, sehingga mereka terhindar dari kerugian, baik material maupun inmaterial. 

Dengan menggunakan lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanah, hal yang didapatkan adalah tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dibandingkan dengan harus diselesaikan melalui pengadilan Negara. Sesungguhnya persoalan tanah itu bisa jadi rumit, ketika pihak yang berkonflik tidak mau tarik ulur dalam melihat peta persoalan. Nagari Lawang mandahiling merupakan contoh yang menarik dalam penyelesaian konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat di nagari Lawang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. 

Kehadiran MPA merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan konflik tanah, yang tidak harus sampai ke pengadilan negara. Jika sampai ke pengadilan negara, maka tanah yang dipertikaikan habis untuk biaya sidang, pengacara dan biaya-biaya lainnya. Menang jadi Bara, kalah jadi abu, demikianlah selalu saja terjadi penyelesaian konflik tanah. Pengalaman MPA di Lawang Mandahiling justru berbanding terbalik, di mana tanah yang dipertikaian itu dapat diselesaikan secara perdamaian adat. (Zaiyardam Zubir, 2008)


Dalam perdamaian secara adat ini, ada beberapa hal pokok yang harus disepakati yaitu jika memang, tidak memperlihatkan kemenangan yang berlebihan, jika kalah, tidak memperlihatkan kesedihan yang berlebihan. Pihak yang yang berkonflik harus memberi kepercayan penuh kepada MPA, sehingga hasil akhir harus diterima dengan dada lapang. Sepanjang berdirinya MPA, berbagai pihak yang berkonflik dapat menerima keputusan MPA itu secara sadar, tanpa ada dendam di dalamnya. (Zaiyardam Zubir, 2008)

8. Konflik Tanpa Kekerasan 

Tidak juga dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia, tidak akan berjalan lurus dan mulus begitu saja. Dinamika kehidupan pasti akan terjadi berbagai senggolan, gesekan, pertikaian dan konflik.  Persoalannya adalah apakah konflik itu harus diselesaikan dengan kekerasan atau dapat dengan perdaamain. Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa Basilang kayu dalam tungku, makonyo api bisa hiduik.  Secara harfiah diartikan bahwa jika mau menghidupkan api dalam tungku, maka kayu harus disilang-silangkan. Rongga kayu itulah akan mengisi api, sehingga bisa hidup. Makna penting dari ungkapan adat Minangkabau itu adalah mereka memakai persilangan dan perbedaan, dan untuk menuju persamaan. Dalam ungkapan lain dikatakan bahwa Dinamika berjalan dengan konflik menuju integrasi (Taufik Abdullah, 1985). 

Konflik haruslah dipahami sebagai upaya untuk menyatukan bangsa, bukan dalam konteks memecahkan bangsa. Tentu saja persoalannya tidaklah sederhana, karena banyak elemen yang bermain di dalamnya mulai dari tingkat tertinggi seperti Presiden sampai rakyat jelata.  Pada posaisi tingkat tinggi, kasus korupsi misalnya. Mengacu pada kasus Bank Century, rakyat dipertontonkan secara vulgas permainan elite dalam menguras uang negara. Dengan kasus mencapai Rp. 6 Triliyun, dan tanpa ada penyelesaian yang nyata, maka elite politik memperlihatkan permainan yang kotor di tingkat elite. Adicondro menyatakan sebagai sebuah gurita dengan Cikeas (presiden Susilo Bambang yodoyono sebagai centralnya (Aditjondro, 2009).

Pada level bawah, konflik justru lebih brutal lagi. Berbagai kejadian kecil sering berujung pada konflik kekerasan. Hal yang menjadi tak dapat dihindarkan adalah pembakaran, perkelahian massal, pembunuhan menjadi akhir dari setiap konflik yang ada. Dapat dikatakan, hampir setiap hari media cetak dan televisi mempertontonkan kekerasan yang terjadi di seantero republik ini. Bahkan, bagi media, semakin keras dan brutal, semakin kuat dan bahkan secara langsung meliputnya. Penggereberkan teroris misalnya, bisa menjadi luputan khsus yang berlangsung ber jam-jam oleh media. Pada kasus ini, media mempunyai peran penting juiga untuk mempertontonkan tindak kekerasan terhadap masyarakat.   
Sebenarnya, melihat hal yang demikian, langkah-langkah yang lebih kongkrik haruslah dilakukan. Artinya, kegagalan pemerintah meredam konflik haruslah dicarikan jalan keluar yang lebih berbudaya dan manusiawi. Mengacu pada kasus Dayak dan Lawang dari, sesungguhnya Indonesia dengan keragamanan yang luar biasa memiliki kekayaan kearifan yang luar biasa juga. Penggalaian yang terus menerus untuk mengkaji kearifan lokal sebenarnya menjadi hal mutlak dilakukan. Peran penting perguran tinggi, terutama Fakultas Ilmu Budaya akan dapat memberi jawaban yang jauh lebih manusiawi untuk menekan konflik kekerasan.

Pada gilirannya, dalam merumuskan skenario mencegah dapat dirujuk pada nilai-nilai lokal yang terdapat di setiap tempat. Kasus Dayak Penihing di Kalimantan Timur dan dan Lawang di Minangkabau memberi pelajaran untuk menyelesaikan konflik tanpa harus kekerasan.  Sebuah gerakan Anti kekerasan agaknya menjadi hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Perguruan tinggi –terutama yang bergerak di bidang Budaya- tentu menjadi pelapor untuk gerakan perdamaian adat itu. Kerja ini sepertinya tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena konflik sudah menjalar keseluruh pelosok –baik kota besar sampai ke desa-desa (Geery van  Klinken, 2007).
Pemahaman kearifan lokal di setiap tempat agaknya bisa dijadikan sebagai strategi pencegahan konflik, sehingga bisa mengunragi kerugian material dan non material. Keragaman budaya masyarakat Indonesia sesungguhnya juga diikuti dengan keragaman kearifan lokal. Tinggal lagi, tugas bersama kita adalah menggali kearifan lokal itu menjadi sebuah konsep dan motede yang bisa diterapkan dalam masyarakat. Etnis Dayak Penihing di Kalimantan Timur dan dan Lawang di Minangkabau telah memberikan pelajaran penting bahwa setiap konflik yang terjadi, sesungguhnya dapat diselesaikan berdasarkan perdamaian adat, yang tidak merugikan masyarakat yang berkonflik secara besar. 
9. Penguatan komunitas


Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, komunitas diartikan pemahaman dasar tentang komunitas adalah sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama,. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". (Wikipedia bahasa Indonesia, 20009).


Jika memahami konsep dasar komunitas, maka hal pokok disini adalah bahwa adalah pengelompokan yang sama. Mengacu pada dinamika sejarah pembentukan nasionalisme Indonesia, ada satu kesamaan yang dimiliki masyarakat yaitu sama-sama sebagai bangsa terjajah.  Bahkan di kemudian hari, klaim wilayah Indonesia adalah bekas wilayah jajahan kolonial Belanda, sehingga memperkuat kesamaan sebagai daerah bekas jajahan Belanda. Kesamaan sebagai bangsa jajahan Belanda inilah yang menyatukan mereka sebagai sebuah komunitas yang bernama Indonesia. 

Tentu saja untuk memajukan masyarakat tidak cukup hanya mendasarkan latar belakang yang sama sebagai bangsa terjajah. Kesamaan ini sesungguhnya bisa menjadi pijakan untuk meghilangkan berbagai perbedaan yang ada, sehingga konsep nasionalisme milik bersama, namun kemakmuran milik segelintir orang dapat ditekan ataupun dihiliangkan.  Sayangnya, hal ini bertolak belakang, ditandai dengan ketidakmerataan diberbagai  lapisan kehidupan seperti hak-hak ekonomi, sosial, hukum, politik dan budaya. Ekonomi dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Hukum milik orang kaya dan pejabat pemerintah, sehingga bisa diperdagangkan. Politik miliki orang berduit atau yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Begitu juga hak-hak sosial terdapat kesenjangan besar antara rakyat kecil dengan elite yang berkuasa di republik ini. Kesenjangan seperti inilah yang menimbulkan jurang pemisah yang besar dan dalam, sehingga memudahhkan meicu terjadi berbagai konflik kekerasan. 

Bahkan, melihat kondisi yang lebih riel lagi di lapangan, berbagai perbedaan yang ada terutama kalangan atas dan bawah bukan hanya dalam konteks pehamanan masionalisme itu, akan tetapi juga segi sosial, ekonomi, hukum dan politik akan lebih mempertajam kesenjangan yang ada. Persoalannya adalah bagaimana keragaman yang demikian besar itu dapat dijadikan kekuatan untuk memajukan bangsa ini. Dalam konteks inilah, pentingnya mencoba membahas tentang komunitas sebagai basis kebijakan untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat.

Sejarah kontemporer Indonesia ditandai dengan aneka konflik dan konflik kekerasan dari berbagai lapisan masyarakat. Konflik ini yang sudah menjadi pemandangan umum, atau bahkan lebih ektremnya sudah menjadi tradisi dalam masyarakat,  yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas berdasarkan kearifan lokal mereka masing-masing dan namun juga seringkali diselesaikan dengan tindakan kekerasan. Persoalan laten di atas dengan mudah dipacu oleh hal-hal yang sifatnya amat sederhana. Menggoda perempuan di jalan,  terinjak dikeramaian, pertandingan sepakbala, pesta, pasar dan tempat umum lainnya merupakan arena perkelahian.


Dari beberapa kasus di atas, jelas sekali potensi laten konflik itu mudah saja menjalar oleh berbagai persoalan yang sifatnya kecil. Artinya, potensi konflik yang telah dibangun oleh sistem budaya ini kemudian oleh hal-hal kecil mudah meledak menjadi sebuah kerusuhan yang bersifat horizontal. 

Untuk menjadikan Indonesia negara yang damai dan juh dari konflik kekerasan, diperlukan sebuah skenario untuk penanggulangannya. Pendekatan yang dikembangkan selama ini dalam pencegahan konflik sesungguhnya tidak ada. Artinya, keterlibatan pihak luar seperti polisi, biasa setelah meletusnya konflik. Pada hal, jika ada political will dari pihak pemerintah misalnya, maka konflik kekerasan itu tidak harus terjadi.

Konsep yang yang dikembangkan adalah pencegahan konflik kekerasan, bukan penanggulangan. Dari pendekatan yang dikembangkan selama ini, kesan kuat yang muncul adalah bersifat top down. Ternyata, hal ini hanya dapat menghentikan konflik yang tengah berlangsung atau sedang terjadi. Bukan mencegah konflik yang akan terjadi. 

Jadi, langkah penting untuk menggali kearifan lokal untuk penyelesaikan konflik akan sangat menguntungkan masyarakat. Pengalaman etnis Dayak Aoheng di Kalimantan Timur dan Lawang Minangkabau di Sumatera Barat telah memberi pelajaran berharga, penyelesaian konflik dengan kearifan lokal yang berakibat positif bagi kehidupan masyarakat. Mereka telah mendapat pelajaran bahwa jika perkara di bawah ke pengadilan, maka “kalah jadi abu, menang jadi bara”. Jelas sekali, kalah atau menang dalam pengadilan negara, semua pihak yang bertikai tetap saja mengalami kerugian. 

Untuk peta konflik dan pencegahan, sebenarnya ada langkah cerdas yang harus dilakukan yaitu pendekatan budaya. Gambaran budaya yang dimiliki bangsa ini sunggu sebuah keragaman budaya yang luar biasa dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setidaknya, hasil penelitian bahasa menunjukkan bahwa bahasa daerah yang yang terdapat di Indonesia mencapai 706 bahasa daerah (Barbara F. Grimes (1992). Jumlah ini masih memungkinkan bertambah, karena berbagai pelosok daerah terpencil atau pulau-pulau terpencil di Indonesia, daerah yang memiliki bahasa ibu sendiri belum masuk kedalam kategori itu, sehingga memperlihatkan kekayaan budaya dimiliki bangsa Indonesia. 

Pada sisi lain, keragaman ini tentu saja membawa dampak pada perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan baik secara intelektual, ekonomi, politik, sosial dan agama ataoun pemahaman terhadap masalah kebangsaan.  Satu contoh sederhana adalah masalah pemahaman nasionalisme Indonesia, yang telah diperjuangkan sejak akhir abad 19 lalu atau mencapai 200 tahun. Di kalangan masyarakat kota atsapun elite, Nasionalisme terlah menjadi “agama baru” kaum cendikiawan Indonesia pada awal abad sampai pertengahan abad duapuluh. Agama baru ini dengan susah payah disebarkan kaum nasinalis ke kalangan bawah. Dalam proses perkembangannya pembentukan Indonesia  yang berlangsung, paham ini utamanya diterima di kalangan atas. Namun untuk kalangan bawah belum terusik. Bahkan, masyarakat kelas bawah  hanaya bisa membayangkan paham nasionalisme sebagai sesuatu sedikit saja diluar dirinya, diluar keluarganya di luar perkampungan besar dan  adalah suatu kemewahan besar untuk dapat mengenal ataupun memahami nasionalisme. (Daniel DHakidae, 2001). Mengacu poada pemikiran Ben Anderson, paham nasionalisme tidak lebih dari sebuah Imagined Communities,  atau komunitas-komunitas terbayang (Ben Anderson, 2001). 

Anderson syah-syah saja menyatakan bahwa  nasional  Indonesia sebagai suatu komunitas imajniner . Memang satu sisi tidak dapat dibantah, dapat jika melihat pada sisi yang lebih sdalam, terutama di tningkat mikro, komunitas ini kuat sekali ikatannya. Mengacu pada kelompok yang terkecil seperti dfi pedesaan Minangkabau misalnya, ikatan ini bahkan sangat kuat, sehingga bisa membangun sebuah solidaritas yang sangat kuat. Meminjam istilah Ibnu Kgaldun, solidaritas yang terbangun adalah solidaritas primitif dan itu ditandai dengan tidak berlakunya rasio didalaamnya. Simak saja misalnya pepatah adat : Tibo di kaum membela kaum, tido di suku membela suku dan tibo banagari membela nagari. Pepatah ini memperlihatkan soolidaritas itu terbangun dengan kuat di tingkat nagari, bukan sekedar iamjinasi saja. Persoalan kita adalah bagaimana solidaritas yang kuat itu dijadikan sebagai kekuatan untuk mencegah konflik. 

Pengalaman selama ini kekuatan itu lebih cenderung untuk pembelaaan yang tidak rasional, maka penguatan dan peningkatan kesadaran komunitas ini agaknya akan memudahkan jalan untuk mencegah konflik kekerasan. Beberapa hal yang harus diperbuat tentu saja adalah adanya sebuah dialog yang terus menerus dalam komunitas itu dan dengan komunitas lainnya, terutama dengan kelompok yang bertikai atau memendam dendam sejarah. Dialog yang intensif dan taratur akan dapat membangun kesadaran bersama arti penting dari pencegahan terjasdinya konflik. Bukankah kata kunci dalam memahami budaya Minangkabau adalah sebuah dialog intelektual yang kemudian menjadikan budaya ini memiliki dialektika, sebuah proses menuju peradapan yang lebih tinggi dan lebih maju. 
VI KESIMPULAN
A. Kesimpulan


Jika memahami kondisi sejarah ummat manusia khususnya sejarah  bangsa, sebuah renungan akhir ingin menyatakan mempertanyakan bahwa apakah semua konflik kekerasan yang terjadi di muka bumi ini diciptakan sang pencipta atau memang ulah manusia saja. Tonton acara TV tentang berita pengungsian korban konflik, tua, muda dan orang-orang yang tak berdosa harus meninggalalan rumah yang ia bangun dengan susah payah. Bayi menangis dan hanya ana-anak tingkatan SD saja yang bergembira,  karena bebas dari kewajiban sekolah, sehingga mereka dapat bermain sepuasnya.  Walaupun seringkali TV sendiri mendramatis sedemikian rupa, namun korban-korban yang berjatuhan akibat konflik terus saja berjatuhan dan ada satu kekuatanpun mampu mencegah jatuh korban lebih banyak lagi. 
Kasus-kasus konflik kekerasan yang sedang berlangsung ini tidaklah berdiri sendiri. Kasus-kasus ini memiliki suatu benang merah satu dengan lainnya. Inti dari persoalan itu tetap dalam koridor keinginan untuk mempertahankan kekuasaan bagi sang penguasa ataupun merebut kekuasaan bagi yang belum berkuasa. Sayangnya, kekuasaan yang mereka dapatkan itu kemudian mereka gunakan untuk menjarah harta rakyat lemah. Kasus-kasus pengambilan paksa tanah rakyat untuk wilayah perkebunan besar menjadi contoh nyata dari permainan kekuasaan, Hal yang sdangat menyedihkan adalah tindakan yang demikian itu kemudian harus dibayar mahal yaitu pencaplokan secara paksa dan pengusiran rakyat dari tanah leluhurnya, nyawa-nyawa bayi, anak-anak dan wanita yang tidak berdosa teracnam kehidupannya karena konflik yang mengikuti pengambilan paksa itu. 

Tidak hanya itu, kadangkala  batas nurani kemanusiaan lepas kendali, karena perebutan harta. Perebutan batas nagari menjadi persetertuan abadi berbagai nagari yang bertetangga.  Hal yang tidak rasionalnya adalah mereka kemudian menjadi musuh abadi, yang setiap saat bisa saja terjadi amuk massa, perang kampung. Pemicu nya hanyalah hal-hal kecil saja seperti tersenggol di keramaian, menggoda gadis tetangga, melihat dengan mata yang tidak bersahabat. Perkelahian 2 orang desa tetangga bisa menjadi perkelahian kelompok, kemudian meningkat kaum, suku dan bacakak banyak antar nagari. Amuk massa inipun tidak habis disitu saja, akan tetapi kemudian meninggalkan duka yang dalam bagi pihak yang mengalami koraban harta, benda maupun nyawa manusia. 

Beberapa hal yang perlu diantisipasi dari awal adalah gejala kelompok yang bertikai harus diamati secara kontinyu. Api dalam sekam itu tidak bisa diduga-duga meledaknya. Yang jelas, beberapa hal yang harus diantisipasi adalah larangan keras penjualan minuman keras. Pada acara keramaian seperti orgen tunggal, sepakbola, pasar harus diawasi secara ketat, terutama nagari yang memiliki pengalaman konflik kekerasan. 

Untuk mengantisipasi hal yang demikian, sangat diyakini bahwa setiap wilayah memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya. Minangkabau yang memiliki kekayaan kearifan juga mempunyai cara dalam mengantisipasinya. Berbagai ungkapan adat akan ditemukan seperti Ndak Ado Kusuik nan indak kasalasai do. Kalau kusuik banang, cari pangkanyo. Jangan lah kusuik saroman sarang tampuo, sebab penyelaiannya nya hanya dengan dibakar. 

Padahal, beberapa kasus seperti di Lawang Mandahiling, mereka berhasil mencegah berbagai konflik, tanpa harus kekerasan. Majelis Peradilan Adat (MPA) sebagai pengadilan adat membawa citra positif dari kehadiran lembaga adat untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan. Bahkan, pengalaman sejak berdirinya lembaga ini, tidak satupun perkara yang dibawah ke pengadilan. Artinya, mereka dapat menyelesaikan secara perdamaian adat di nagari itu sendiri. Dengan cara ini, banyak hal yang dapat diambil keuntungannya terutama biaya yang tidak mahal, perkara yang tidak berbelit-belit, dan cepat selesai. Hasil akhir dari setiap penyelesaian masalah berdasarkan perdamaian adat adalah Yang menang tidak memperlihatkan kegembiraan yang berlebihan, sedangkan yang kalah tidak menampakan kesedihan yang mendalam. Dengan demikian, setiap pihak dapat menjaga perasaan, hati pihak yang bertikai. Dan, Lawang Mandahilinmg Tanah Datar sudah memberi contoh yang baik dalam pencegahan konflik  kekerasan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian tahun I dan tahun II, banyak pelajaran penting yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan. Sesungguhnya masyarakat memiliki kearifan lokal untuk mencegah konflik. Hanya, pihak yang berkuasalah yang sering meninjak-injak kearifan lokal itu sendiri, sehingga dalam setiap perkara, hanya pendekatan kekuasaan dan keamanan yang ditonjolkan, sehingga rakyat kecil mengalami kerugian. Dengan sendirinya, dalam berbagai kasus, yang yang sudah kalah itu kemudian mudah dipicu untuk melakukan tindakan kekerasan. Untuk mencegah kejadian yang memiliki pola yang sama, beberapa saran adalah : 

1. Penguusaha yang sdudah terlanjur menjarah tanah rakyat, harus bersedia mengulang perhitungan ganti rugi.

2. Pemerintah haruslah menjadi pihak yang netral ataupun menjadi mediator yang netral dalam penyelesaian perkara antara pengusaha dengan rakyat.

3. Larangan keras penjualan minuman keras. Jika kedapatan, penjual dan pembeli diberi hukuman penjara.

4. Harus dilakaukan pencegahan konflik, terutama konflik kekerasan di tingkat nagari.

5. Penguatan lembaga komunitas seperti lembaga  adat, pemuda, bundo kanduang akan jauh lebih memiliki kekuatan untuk meredam amuk massa.

6. Pihak pemerintah harus lebih jeli dan tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang berlangsung dalam masyarakat, terutama kelompok atau nagari yang memiliki pengalaman konflik, sehingga sebelum terjadi ledakan, dapat dicegah secara dini.

7. Berbagai ajang dialogis dari berbagai kelompok lebih kontinyu dilakukan, terutama untuk menumbuhkan kesadaran bersama dari setiap komunitas yang berbeda. 

8. Melakukan kampanye perdamaian secara kontinyu dan teratur kepada kelompok yang bertikai 

9. Perlu nya secara cepat untuk membuat desa percontohan yang berhasil mencegah terjadinya konflik kekeraan. 
� Lebih jauh lihat  Zaiyardam Zubir, Sri Setyawati dan Lindayanti. Pemberdayaan Penyelesaian Konflik Tanah Berbasiskan  Perdamaian Adat Minangkabau Di Nagari Lawang Mandahiling Dan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Laporan Pengabdian IbM. Padang: 2009.
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